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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Koordinator Tata Usaha yang
mengacu dan berpedoman pada standar pelayanan dan prosedur mutu
yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan
Direktur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

1. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

2. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1951 tentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
176);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerabh;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia | Nomor 54 Tahun
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan kementrian Kesehatan;

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata
Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

RSUD DR. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR.

(1)

(2)

(3)

(4)

()
(6)
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()
(3)
(4)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tata Naskah adalah Pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang
mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, disribusi dan penyimpanan serta media yang digunakan
dalam komunikasi;

Beberapa bentuk tata naskah yang di gunakan di lingkungan RSUD Dr.
Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, antara lain:

a. Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara
umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok;

b. Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat
menetapkan dan tidak mengatur;

c. Pedoman atau Panduan adalah naskah dinas yang memuat acuan
yang bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan ke
dalam petunjuk operasional/ teknis;

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah naskah dinas yang
memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan
tertentu.

Tata naskah dinas di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur
mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur;

Penyelenggaraan tata naskah dinas di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur diharapkan dapat menciptakan kelancaran komunikasi tulis
yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan organisasi;

Setiap pelaksana harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar
prosedur operasional yang berlaku dan etika profesi;

Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan tata naskah dinas harus berdasarkan azas-azas tata
naskah dinas dan tata persuratan dinas;

Penyelenggaraan tata naskah dinas harus teliti, jelas, singkat, logis dan
meyakinkan;

Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus
dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan salah penafsiran;
Untuk meningkatkan pemahaman terhadap tata naskah dinas di
lingkungan pemerintahan, setiap petugas wajib mengikuti pelatihan yang
diselenggarakan.



BAB Il
JENIS NASKAH DINAS DAN REGULASI

Pasal 3

Naskah dinas pada RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur terdiri atas:
(1) Naskah Dinas Pengaturan, antar lain:
a. Peraturan Direktur;
b. Surat Edaran.
(2) Naskah Dinas Penetapan, antara lain:
a. Keputusan Bersama Direktur;
b. Keputusan Direktur.
(3) Naskah Dinas Penugasan, antar lain:
a. Surat Perintah;
b. Surat Perintah Tugas;
c. Surat Surat Perintah Perjalanan Dinas;
d. Lembar Disposisi.
(4) Naskah Dinas Korespondensi, antar lain:
a. Nota Dinas;
b. Memo;
c. Surat Biasa;
d. Surat Izin;
e. Surat Undangan.
(5) Naskah Dinas Khusus, antara lain:
Surat Keterangan;
Surat Perjanjian;
Surat Kuasa,
Pengumuman;
Surat Pengantar;
. Berita Acara.
askah Dinas Lainnya, antar lain:
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
Surat Panggilan;
Rekomendasi;
Notulen;
Daftar Hadir;
Piagam;
. Sertifikat.
(7) Naskah Dinas Telaah Staf;
(8) Naskah Dinas Laporan;
(9) Naskah Dinas Elektronik.
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Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9), untuk Naskah Dinas Elektronik
diatur lebih lanjut dalam buku Panduan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
Internal RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, Nomor:
065/06500/302/2021.

Pasal 4
Regulasi yang dimiliki oleh satuan kerja,antara lain:
(1) Pedoman Pengorganisasian;
(2) Pedoman/ Panduan Pelayanan;
(3) Program Kerja;
(4) Laporan Kegiatan;
(5) Standar Prosedur Operasional.

Pasal 5
Regulasi yang dimiliki oleh Komite dan Tim, antara lain:

(1) Penetapan Komite/ Tim;

(2) Pedoman Kerja Komite/ Tim;

(3) Program Kerja Komite/ Tim;

(4) Laporan Kerja;

(5) Standar Prosedur Operasional (SPO).



BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Tata Naskah Dinas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
peraturan Direktur ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur ini diberlakukan, Surat Peraturan Direktur
Nomor: 065/14267/302/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari
ditemukan kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal 2 b oLyl

SANTOSO, Sp.An, KAP, KIC

Pembina Utama Madya
NIP. 1961 1203 198802 1 001
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Lampiran :

Peraturan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur

Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur.

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR

BAB |

A. Latar Belakang.

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara
melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan
pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu komponen penting dalam
ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi
umum meliputi tata naskah dinas, tata naskah panduan, pedoman, kebijakan, SPO,
Pedoman/ Panduan, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata
ruang perkantoran.

Tata naskah sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara
lain pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang
negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan,
pembatalan produk hukum dan ralat.

Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95
Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. serta Tata
Naskah di Lingkungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2017 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Kesehatan dengan
adanya peraturan tersebut dan guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan
tata naskah dinas di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, maka
perlu dibuat Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur.

B. Tujuan Pedoman.
Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas di RSUD
Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur dan untuk menciptakan kelancaran komunikasi
tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan organisasi.

C. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur meliputi bentuk dan susunan naskah dinas dan regulasi rumah sakit,
penempatan dan penandatanganan, paraf dan penulisan nama, bentuk, ukuran dan isi
kop naskah dinas.

1|[Pedoman Tata Naskah Dinas



D. Sasaran.
Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur sebagai berikut:

1.

g b~ W

Terwujudnya persamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata
naskah dinas di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;

Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur
lainnya dalam lingkup administrasi umum;

Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;

Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;
Berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah
dinas.

E. Asas-Asas Tata Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas.
Asas-asas tata naskah dinas terdiri atas:

1.

Asas Efektif dan Efisien merupakan penyelenggaraan tata naskah dinas perlu
dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau
lembar naskah dinas, spesifikasi informasi serta dalam penggunaan bahasa
Indonesia yang baik, benar, dan lugas;

Asas Pembakuan merupakan naskah dinas yang diproses dan disusun menurut
tata cara dan bentuk yang telah dibakukan;

Asas Pertanggungjawaban merupakan penyelenggaraan tata naskah dinas dapat
dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan
dan keabsahan;

Asas keterkaitan merupakan kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait
dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya;

Asas Kecepatan dan Ketepatan merupakan kegiatan untuk mendukung
kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah
dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain
dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan
penyampaian dan distribusi;

Asas Keamanan merupakan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan
substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak,
pemberkasan, kearsipan dan distribusi.

F.  Prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas.
Prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas terdiri atas:

1.

Prinsip ketelitian adalah penyelenggaraan tata naskah dinas secara teliti dan
cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan
penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan;

Prinsip kejelasan adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dengan
memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode
yang tepat dan cepat;

Prinsip Singkat adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dengan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar;

Prinsip logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

2|Pedoman Tata Naskah Dinas



BAB I
TATA PERSURATAN DINAS

A. Pengertian.

Tata Persuratan Dinas merupakan peraturan ketatalaksanaan penyelenggaraan
surat menyurat yang dilaksanakan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Pengelolaan surat masuk di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa dilakukan melalui
sistem 1 (satu) pintu yaitu melalui Sub Koordinator Tata Usaha dengan tahapan surat
yang ditujukan kepada Direktur diagendakan dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta
alur surat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke
pejabat struktural terendah yang berwenang. Sedangkan pengelolaan surat keluar di
RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

1. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan
kewenangannya dan diagendakan di Sub Koordinator Tata Usaha dalam rangka
pengendalian;

2. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor
dan tanggal oleh Sub Koordinator Tata Usaha dan selanjutnya diproses oleh unit
pengolah;

3. Surat keluar sebagaimana tersebut di atas wajib segera dikirim;

4. Surat keluar diarsipkan di Sub Koordinator Tata Usaha.

B. Penerapan tata persuratan dinas

Penerapan tata persuratan dinas harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan
secara cermat agar tidak menimbulkan salah penafsiran;

2. Koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan dengan mengutamakan
metode yang paling cepat dan tepat, misalnya diskusi, kunjungan pribadi dan
jaringan telepon lokal. Jika dalam menyusun surat dinas diperlukan koordinasi,
pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft,
sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari;

3. Unsur kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tatacara dan prosedur
surat menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi;

4. Jawaban terhadap surat yang masuk:

a. Instansi pengirim harus segera mengkonfirmasikan kepada penerima surat
apabila terjadi keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa
keterangan yang jelas;

b. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi
yang dilakukan oleh instansi pengirim.

5. Batas waktu jawaban surat disesuaikan dengan sifat surat yang bersangkutan:

a. Sangat segera/kilat, dengan batas waktu 1 hari setelah surat diterima;

b. Segera, dengan batas waktu 2 hari setelah surat diterima;

c. Penting, dengan batas waktu 3 hari setelah surat diterima;

d. Biasa dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja.

6. Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal pengiriman
surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera di kirim setelah
ditandatangani;
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7. Penggandaan/copy surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan,
dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam "Tembusan". Copy
surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut:

a. Copy Tembusan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang
secara fungsional terkait;

b. Copy laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang
berwenang;

c. Copy untuk Arsip adalah copy surat yang disimpan untuk kepentingan
pemeriksaan arsip.

8. Pembatasan Ruang Tepi Naskah Dinas.

Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan

yang digunakan untuk memuat naskah dinas, yaitu:

a. Ruang tepi atas, sekurang-kurangnya 3,5 cm dari tepi atas kertas;

b. Ruang tepi bawah, sekurang-kurangnya 3,5 cm dari tepi bawah kertas;

¢. Ruang tepi kiri, sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas;

d. Ruang tepi kanan, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

9. Tingkat Keamanan surat jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang
tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara.

a. Sangat Rahasia (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat
erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan baik pemerintah
maupun negara;

b. Rahasia (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat
dengan keamanan dan keselamatan baik pemerintah maupun negara;

c. Konfidensial (K), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang berhubungan
dengan keamanan dan keselamatan pemerintah maupun negara;

d. Biasa (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam
butir a sampai ¢, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat
disampaikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui.

10. Kecepatan proses penyampaian.

a. Sangat Segera atau Kilat, surat dinas harus diselesaikan, dikirim dan
disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 1 hari;

b. Segera, surat dinas harus diselesaikan, dikirim dan disampaikan
menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal
perjalanan caraka atau kurir, batas waktu 2 x 24 jam;

c. Penting, surat dinas harus diselesaikan, dikirim dan disampaikan
menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal
perjalanan caraka atau kurir, batas waktu 3 x 24 jam;

d. Biasa, surat dinas harus diselesaikan, dikirim dan disampaikan
menurut yang diterima oleh bagian pengiriman sesuai dengan jadwal
perjalanan caraka atau kurir dengan batas waktu 5 (lima) hari.

11. Penggunaan kertas surat:

a. Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80 gram atau
disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk kegiatan surat menyurat
penggandaan dan dokumen pelaporan;

b. Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk
jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan
dalam waktu lama;

c. Penyediaan surat berlambang negara dan atau Lambang Daerah, dicetak di
atas kertas 80 gram;

d. Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
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e. Untuk kepentingan tertentu seperti makalah, pidato dan laporan dapat
menggunakan kertas dengan ukuran sebagai berikut:
1) Kwarto/ A4 yang berukuran 215 x 297 mm untuk makalah dan laporan;
2) Setengah folio / A5 (215 x 165 mm) untuk pidato.

12. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran:

a. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;

b. Spasi 1 atau 1,5, sesuai kebutuhan;

c. Warna tinta adalah hitam.
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BAB Il
NASKAH DINAS DAN REGULASI

A. Naskah Dinas.

Naskah dinas di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur
dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum serta dalam bentuk dan
susunan surat. Naskah dinas yang ada di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur terdiri atas:

1. Naskah Dinas Pengaturan antara lain: Peraturan Direktur dan Surat Edaran.
1.1 Peraturan Direktur.
1.1.1 Pengertian.
Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara
umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok.
Bentuk naskah dinas peraturan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR = ' :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR %_E tg?:d";aé'.ri.r. dan
TERAKREDITASI, SNARS ED.1 INTERNASIONAL = Sp dikan:
.ia\’{_, RSSA R A dikanan

18 Februari 2018 s.d. 31 Juni 2022
JI. Jaksa Agung Suprapto No.2 Malang 65111
Telp. (0341) 362101, Fax. (0341) 369384
E-mail : staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id
bagianumum.rssa@gmail.com

Peraturan Website : www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id e
memuat nama Penomoran menglkut!
Pimpinan PERATURAN urutan penomoran di
lembaga Bagian Umum
® DIREKTUR RSUD Dr.SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR :......... Lo /102.7/2022 |

dengan huruf kapital

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG ﬁ Judul Peraturan ditulis

DIREKTUR RSUD Dr.SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR Memuat alasan
tentang perlurnya
Menimbang : ADANWAL ...ttt ; ditetapkan peraturan
D.DANWAL ... [
Mengingat : 1. Memuat peraturan
2. perundang-undangan
T U P PP UURUPI yang menjadi dasar
ditetapkanya
B e dst. <‘ beraturan
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Peraturan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur tentang
Bab |
oocal | berisi Ketentuan Umum
asal - pasal erisi
tentang: Pasal 1
_Pengertian; 1) ............................................................................................................ dst.
-Ruang lingkup kegiatan; Pasal 2
-Kebijakan/ hal penting 1) dst
yang Wajib diperaikan (= L)
Pasal 3
) T PP PPPPPPPPP dst.
Pasal......dst
Bab....
Ketentuan Penutup
Pasal ...... Kota sesuai
- . . dengan alamat
Peratauran ini berlaku sejakpada tanggal ditetapkan. lembaga dan
. . tanggal
Ditetapkan di : MALANG penandatangan
Pada Tanggal @ i

DIREKTUR RSUD Dr.SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR .
Nama jabatan dan

: Nama Lengkap
(tanda tangan dan cap jabatan) ditulis dengan huruf

(NAMA TERANG ) 4' KAPITAL

(NIP)

6|Pedoman Tata Naskah Dinas


mailto:staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id
mailto:bagianumum.rssa@gmail.com
http://www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id/

Lampiran:

Peraturan Direktur RSUD Dr.Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur

Nomor..../...../ 102.7/20.....Tahun......

PEDOMAN/ PANDUAN

BAB |
PENDAHULUAN
1.Latar Belakang
2.Maksud dan Tujuan
3.Ruang Lingkup
4.Pengertian
BAB Il
BAB Il
BAB...

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : ...

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR

(tanda tangan dan cap jabatan)

(NAMA TERANG)
(NIP)

Judul Pedoman
yang ditulis
dengan huruf
KAPITAL

Memuat alasan
tentang
ditetapkanya
pedoman

Terdiri dari
konsepsi dasar/
pokok-pokok

Nama jabatan
dan Nama
Lengkap ditulis
dengan huruf
KAPITAL
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1.2 Surat Edaran.
1.2.1 Pengertian.
Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,
penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan
yang telah ada dan ditujukan kepada pejabat tertentu.
1.2.2 Susunan.
a. Surat edaran terdiri atas:
(1) Kepala surat edaran;
(2) Isisurat edaran;
(3) Bagian akhir surat edaran.
b. Kepala surat edaran terdiri atas:
(1) Sebelah kanan atas:
e Nama tempat ditetapkan;
e Tanggal, bulan dan tahun;
¢ “Kepada” pejabat / alamat yang dituju.
(2) Sebelah kiri atas:
e Nomor;
o Sifat;
e Lampiran;
e Perihal.
(3) Tulisan “SURAT EDARAN” ditengah-tengah lembar isi naskah
dinas;
(4) Isi surat edaran dituangkan / dirumuskan dalam bentuk uraian;
(5) Bagian akhir surat edaran terdiri atas:
e Nama jabatan;
e Tanda tangan pejabat;
e Nama jelas, pangkat dan NIP;
e Stempel jabatan (untuk Direktur, Wakil Direktur dan Kepala
Bagian Umum);

e Tembusan.
1.2.3 Bentuk naskah dinas surat edaran sebagai berikut:
@ @ g =
= — ~ R :ﬁr:;"gung::p::min ;uumm:-;? e5111
--- T e

WA SILE ] W W W T B BT LA LW ST DM W 0

MASES G, (oo
rKepadsa

Nomor : Hode Suratd Mo, Urut/ 102.7 # Tahup rih.

Sifat - Bisss / Penting/ Sagers

LU DU UL LIr, Sl L S LS
FROWVINSI JAWA TIMUR

[Pt P [ ST ey
FangKst
LIS
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2. Naskah Dinas Penetapan, antara lain: Keputusan Bersama Direktur dan
Keputusan Direktur.
2.1 Keputusan Bersama Direktur.
2.1.1 Pengertian.

Keputusan Bersama Direktur adalah naskah dinas yang berbentuk

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 2 (dua) atau

lebih Pimpinan untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut
kepentingan bersama.
2.1.2 Ciri-Ciri.

a. Isinya bersifat mengatur;

b. Masa berlakunya lama;

c. Nama judul peraturan diketik setelah tulisan: “Menetapkan”;

d. Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat

2.1.3 Susunan.
a. Keputusan Bersama Direktur terdiri atas:
(1) Kepala Keputusan Bersama Direktur;
(2) Pembukaan Keputusan Bersama Direktur;
(3) Isi Keputusan Bersama Direktur;
(4) Bagian akhir Keputusan Bersama Direktur

b. Kepala Keputusan Bersama Direktur terdiri atas:

(1) Tulisan “Keputusan Bersama Direktur”;
(2) Nomor dan tahun;
(3) Nama keputusan yang ditulis “TENTANG”.

c. Pembukaan Keputusan Bersama Direktur terdiri atas:

(1) Tulisan “Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa
Timur”;

(2) Konsideran Menimbang dan Mengingat;

(3) Memutuskan;

(4) Menetapkan judul.

Dalam konsideran memuat pertimbangan-pertimangan,

motivasi, tujuan yang akan dicapai dan peraturan perundang-

undangan yang dijadikan dasar hukum ditetapkannya

keputusan tersebut.

d. Isi Keputusan:

(1) MEMUTUSKAN;
(2) Menetapkan;
(3) Pertama;

(4) Kedua, dst.

e. Bagian akhir Keputusan Bersama Direktur terdiri atas:

(1) Nama tempat ditetapkan;

(2) Tanggal, bulan dan tahun;

(3) Nama jabatan kedua Pimpinan;
(4) Tandatangan pejabat;

(5) Nama jelas;

(6) Stempel jabatan.

f. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas.
Keputusan Bersama Direktur ditandatangani oleh
Direktur/Pimpinan yang melaksanakan kerjasama, dibuat di
atas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah
dinas pimpinan pemrakarsa kerjasama
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2.1.4 Bentuk naskah dinas Keputusan Bersama Direktur sebagai

berikut:
— KEPUTUSAN BERSAMA
% HMREEKETUR REUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVIN S JAWA TIMUR LOGO
= INSTAMNSI
RSSA
HOMOR: .. | J— [l 1 N
HOMOR:

Menimbang TooE. BERE e :
b b a :
Mengingat Urrvcla mwgr-uimvdla me - :

1.
2. PeraturanPemenntah :
3 dan seterusnya.

Memperhatikan b USSP ORI :
OO -
MEMUTU SHAN
Menetapkan :
Pertama L et et ot 2ttt et e ettt ettt —
Kedua L et et ot 2ttt et e ettt ettt —
Hetiga T e e e ee e
Heempat e e e e e e n s
Kelima L s
Ditetapkan di c MALANG
Fada tanggal '
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR DEKAN ...
PROVINSI JAWA TIMUR e e
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkst Pangkat
MIP. MIP.

2.2 Keputusan Direktur.
2.2.1 Pengertian.
Keputusan Direktur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan
perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.
2.2.2 Ciri-Ciri.
Materinya bersifat penetapan dituangkan dalam diktum PERTAMA,
KEDUA dan seterusnya serta ditandatangani langsung oleh Direktur.
2.2.3 Susunan.
a. Keputusan Direktur terdiri atas:
(1) Kepala Keputusan Direktur;
(2) Pembukaan Keputusan Direktur;
(3) Isi Keputusan Direktur;
(4) Bagian akhir Keputusan Direktur.
b. Kepala Keputusan Direktur:
(1) Tulisan “Keputusan Direktur”;
(2) Nomor dan tahun;
(3) Nama keputusan yang ditulis “TENTANG”.
c. Pembukaan Keputusan Direktur terdiri atas:
(1) Tulisan “Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa
Timur”;
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(2) Konsideran Menimbang dan Mengingat;
(3) Memutuskan;
(4) Menetapkan judul.

Dalam konsideran memuat pertimbangan-pertimangan,
motivasi, tujuan yang akan dicapai dan peraturan
perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum

ditetapkannya keputusan tersebut.
. Isi Keputusan:
(1) MEMUTUSKAN;
(2) Menetapkan;
(3) Pertama;
(4) Kedua, dst.
. Bagian akhir Keputusan Direktur terdiri atas:
(1) Nama tempat ditetapkan;
(2) Tanggal, bulan dan tahun;
(3) Nama jabatan;
(4) Tandatangan pejabat;
(5) Nama jelas;
(6) Stempel jabatan.
Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas.

Keputusan Direktur ditandatangani oleh Direktur, dibuat di atas
kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas

RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

2.2.4 Bentuk naskah dinas Keputusan Direktur sebagai berikut:

Tata

X PEMERINTAH PROVIN S| Jawa TIMUR =
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR %:_
” TERAKREMMTA S| §NARS ED. ] INTERNA SHONAL -
18 Faberuar 2018 s.d 50 Junl 2022 RSSA
W= AL Jakea Agung Suprapto No. 2 Malang., 5111
e R Telp. (0341) 382101, Fax {0341} 353384
Email: ataT-rBu-nraa:rula.nwa.rg[gglmgm\l.ﬂu-.m

Bafianiimim. re meall oM
Wiatrstta: wwrw reusaifulanwar Jatimprow.go bd

KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: . [ FA02TF 8

TENTANG

Menimbang tooas bahwwa :
(=] Bahwa e e
Mengingat Urnedamsg-umedlamgy - :

1 ;
2. Peraturan Pemerintah ... ;
3 dan seterusnya.

Memperhatikan . S, :

Menetapkan
Pertama
Hedua
Ketiga
Keempat
Kelima

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROVINS] JAWA TIMUR

NAMA JELAS
Pangkat
MIP.

Haracw Prowines Jerara Tomer
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3. Naskah Dinas Penugasan, antara lain: Surat Perintah, Surat Perintah Tugas, Surat
Perintah Perjalanan Dinas dan Lembar Disposisi.
3.1 Surat Perintah.
3.1.1 Pengertian.
Surat perintah adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari
pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai
perintah untuk melaksanakan tugas khusus.
3.1.2 Susunan.
a. Surat perintah terdiri atas :
(1) Kepala surat perintah;
(2) Isisurat perintah;
(3) Bagian akhir surat perintah.
b. Kepala surat perintah terdiri atas :
(1) Tulisan “Surat Perintah” ditempatkan di bagian tengah lembar
isi naskah dinas;
(2) Nomor,
(3) Dasar.
c. Isi surat perintah terdiri atas :
(1) Tulisan :Memerintahkan” ditempatkan di tengah lembar isi
naskah;
(2) Nama pejabat, NIP dan jabatan yang diberi tugas khusus;
(3) Jenis tugas khusus yang harus dilaksanakan;
(4) Waktu melaksanakan tugas.
d. Bagian akhir surat perintah terdiri atas :
(1) Nama tempat;
(2) Tanggal, bulan dan tahun;
(3) Nama jabatan;
(4) Tanda tangan pejabat;
(5) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur (SKPD).
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat perintah yang ditandatangani Direktur dibuat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop dinas RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur.
3.1.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Perintah sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVIN S JAWA TIMUR ||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR %;
TERAKREMTA S SNARSED. 1INTERNASIONAL =
RSSA

18 Fabruarl 2015 a.d 30 Junl 2022
JL Jakea Agung Suprapto No. 2 Malang, 85111
Talp. {0341) 362101, Fax {0341) 355384
Emall: staf-reu-dreatfulanwarfjatimprov.goid

Baglanumumrs meall Loy
‘Wiabalta: www.reusaifutanw.ar jJslimprov.ge id

SURAT PERINTAH

Dasar S USSR ;

MEMERINTAHHKAN :

Kepada : 1. MNama
NIP
Pangkat’' Golongan
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat’' Golongan
Jabatan

Untuk L e et oo ant e e e e e S e e o S ean 2t e e o St n e et e s e e -

Dikeluarkandi : MALANG
Pada tanggal

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROVINSI JAWA TIMUR

NAMA JELAS
Pangkat
MIP.

3.2 Surat Perintah Tugas.
3.2.1 Pengertian.
Surat perintah tugas adalah naskah dinas yang berisi pembritahuan
dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya baik
struktural maupun fungsional mengenai perintah untuk melaksanakan
tugas ke luar daerah atau provinsi.
3.2.2 Susunan.
a. Surat perintah tugas terdiri atas :
(1) Kepala surat perintah tugas;
(2) Isi surat perintah tugas;
(3) Bagian akhir surat perintah tugas.
b. Kepala surat perintah tugas terdiri atas :
(1) Tulisan “Surat Perintah Tugas” ditempatkan di bagian tengah
lembar isi naskah dinas;
(2) Nomor,
(3) Dasar dikeluarkan surat perintah tugas.
c. Isi surat perintah tugas terdiri atas :
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(1) Tulisan “MEMERINTAHKAN” ditempatkan di tengah lembar isi
naskah dinas;

(2) Kepada nama pejabat, NIP dan jabatan yang diberi tugas
melaksanakan perjalanan dinas;

(3) Untuk melaksanakan tugas atau perjalanan dinas sesuai
dasar dikeluarkan Surat Perintah Tugas;

(4) Tempat, tanggal dan waktu melaksanakan tugas dan
pejalanan dinas.

d. Bagian akhir surat perjanjian terdiri atas :

(1) Nama tempat surat perintah tugas ditetapkan;

(2) Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;

(3) Nama jabatan yang berwenang menandatangani;

(4) Tanda tangan pejabat yang berwenang;

(5) Nama jelas pejabat yang berwenang;

(6) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas

(1) Surat perintah tugas yang ditandatangani Direktur dibuat di
atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop dinas
RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;

(2) Setelah melaksanakan perintah tugas dimaksud, pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan hasil
kegiatan selama perjalanan dinas.

3.2.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Perintah Tugas sebagai berikut:

= PEMERINTAH PROWVIN S JaWa TIMUR =
Wk RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR %
I TERAKREDITA 5 SHARS . JINTERHA SIOHAL -
| RSSA

18 Fabruan 2018 8.4 30 Juni 2022

i JL Jskea Agung Suprapto Ho. 2 Malang, 85111

i e ¥ Tolp. {0341) 352101, Fax (0341) 355384
Emall: ataf-mu-ﬂrBanulanwaJ@LatlmEr{w.g{}.m

Baglanuimanm.rs meall.com
‘Wabelte: www reusaifulanwar jafimprow go id

SURAT PERINTAH TUGAS

Dasar L et ettt et e et e e et et e ettt sttt et e et neme :
B et e e 5 8o e e e o8 e a5 et
U S

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. MNama

NIP
Pangkat/ Golomngan
Jabatan

2. Mama
NIP
Pangkat’ Golomngan
Jabatan

Untuk USSR —

Dikeluarkandi @ MALANG
Pada tanggal

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROWINS1 JAWA TIMUR

NAMA JELAS
Pangkat
MIP.
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3.3 Surat Perintah Perjalanan Dinas.

3.3.1 Pengertian.
Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas sebagai alat
pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk
melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan
dan pembiayaan.

3.3.2 Susunan.
a. Surat perintah perjalanan dinas terdiri atas:

@
)
©)

Kepala surat perintah perjalanan dinas;
Isi surat perintah perjalanan dinas;
Bagian akhir surat perintah perjalanan dinas.

b. Kepala surat perintah perjalanan dinas terdiri atas :

@)
)
©)

(4)

Tulisan “Nomor” disebelah kanan atas;

Tulisan “Lembar ke...” diketik di bawah kata nomor;

Tulisan “Perintah Perjalanan Dinas” ditempatkan di tengah
lembar isi naskah dinas;

Tulisan “SPPD” diketik secara simetris di bawah kata
“Perintah Perjalanan Dinas”.

c. Isi surat perintah perjalanan dinas terdiri atas :

@)
)
@)

(4)
®)
(6)

()
(®)

©)

Nama jabatan yang memberikan perintah;

Nama pejabat/ pegawai yang diberi perintah;

Jabatan/ pangkat/ golongan dan jabatan pegawai yang diberi
perintah;

Maksud perjalanan dinas;

Alat angkutan yang dipergunakan;

Nama tempat berangkat dan tujuan kemana perjalanan dinas
dilakukan;

Lama perjalanan dinas, tanggal berangkat dan kembali;
Pembebanan anggaran perjalanan dinas dari instansi dan
kode proyek;

Keterangan lain-lain.

d. Bagian akhir surat perjanjian terdiri atas :

@)
)
@)

(4)

Nama tempat , tanggal, bulan dan tahun;

Nama jabatan pemberi perintah;

Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi
perintah;

Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani dibuat di atas
kertas NCR ukuran folio, dengan menggunakan kop dinas RSUD

Dr.

Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Teknis pelaksanaan dan

penggunaan SPPD berkoordinasi dengan Sub Koordinator
Verifikasi dan Perbendaharaan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur;
3.3.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagai
berikut:
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PEMERINTAH PROVINS] JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
JI Jaksa Agung SuUprapto Mo. 2 Malang, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax (0341) 362384

SURAT PERINTAH PER.JAL ANAN DINAS
(SPPD)

PEJABAT YANG MEMBERI PERIMTAH / TUGAS FUASA PEMGGURNA AMGGARSN
PEGAWAI YANG DIBERI PERINTAH / TUGAS
=5 a. PANGKAT /| GOLONGAM RUANG

b, JAaBATAN

4. MAKSUD PERJALANAN

B ALAT ANGHEUTAM YAMNG DIPERGLIMAK AN

6. a. TEMPAT BERANGKAT

b. TEMPAT TUJUAMN

T a LAMANYA PERJAALAMNAMN

b. TANGGAL BERANGHKAT

c. TAMNGGAL HARUS KEMEBALI

& PEMBEBAMNAN ANGEARAN

a. SATUAN KERJA PERAMNGHKAT DAERAMAH
b. PROGRAM

c. KEGIATAN

d. KODE REKEMNING

2. KETERANGAN LAIMN-LAIN

-k

s

Dikeluarkan di MALANG

Pada tanggal i

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama JELAS
Pangkat
MNIF
Berangkatdari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke
Hepala
IL | Tik= o : Berangian dar
Pada tanggal : e
Pada tnggal
Kegsala : Kepala
L | Tt ok - Berangkal dar
Pada tnggal : L]
Pada tanggal
Kepaln Kl
.| Tiba ch - Berangkal dar
Pada tnggal : L]
Pada tanggal
Kepaln Kl
W | Tl kesnbeadi : Tealah diperik=s dengan  keterangan bafraa perjalzanon

permsiun of ates beor cilsloukon st perirtafrnga dan
semata-mats ook keperdingan jabatn dalam wako
yaryg sesinglt-singkaiya,

(Sernpe Resduduber)

Fuersa Perggura Anggaran Fuzsa Pengguna Anggaran
HAM A KPS HAMA KPS
Panghat Parghuat
HIF. HIF.

WL | Catatan lain-lain

3.4 Lembar Disposisi.
3.4.1 Pengertian.
Lembar disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.
3.4.2 Susunan.
a. Lembar disposisi terdiri atas :
(1) Kepala lembar disposisi;
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(2) Isilembar disposisi;
(3) Bagian akhir lembar disposisi.
b. Kepala surat panggilan terdiri atas :
(1) Tulisan “Lembar Disposisi”;
(2) Surat dari;
(3) Tanggal surat;
(4) Nomor surat;
(5) Perihal;
(6) Diterima tanggal;
(7) Nomor agenda;
(8) Diteruskan kepada.
c. Isi surat panggilan terdiri atas :
(1) Hari, tanggal, pukul, tempat menghadap kepada, alamat
pemanggil;
(2) Maksud surat panggilan tersebut.
d. Bagian akhir lembar disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi
disposisi beserta tanggalnya.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas:
(1) Lembar disposisi yang ditandatangani dibuat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD
Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur tanpa lambang;
(2) Lembar disposisi sebagai alat komunikasi tertulis sebagai
informasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan.
3.4.3 Bentuk Naskah Dinas Lembar Disposisi sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINS] JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
JI. Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax (0341) 369384

LEMBAR DISPOSISI BIASA
Surat Dari R e e AR Tanggal Surat R (e s s e e
Perihal R N s No. Surat -
.......................... Diterima Qb
No. Agenda H N R
No. | Tanggail Kepada Isi Disposisi Dari Paraf
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4. Naskah Dinas Korespondensi, antara lain: Nota Dinas, Memo, Surat Izin, Surat
Undangan dan Surat Biasa.
4.1 Nota Dinas.
4.1.1 Pengertian.
Nota dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam suatu unit kerja yang memuat/ berisi
pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dan sebagainya
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan
atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian
persoalan/ masalah.
4.1.2 Susunan.
a. Nota dinas terdiri atas :
(1) Kepala nota dinas;
(2) Isi nota dinas;
(3) Bagian akhir nota dinas.
b. Kepala nota dinas terdiri atas :
(1) Tulisan “Nota Dinas” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah;
(2) Pejabat / alamat yang dituju;
(3) Pejabat yang mengirim;
(4) Tanggal, bulan dan tahun;
(5) Nomor dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan;
(6) Sifat, lampiran dan perihal.
c. Isi nota dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.
d. Bagian akhir nota dinas terdiri atas :
(1) Nama jabatan;
(2) Tanda tangan pejabat;
(3) Nama, pangkat dan NIP pejabat;
(4) Tembusan.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Nota dinas yang ditandatangani dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur.
4.1.3 Bentuk Naskah Dinas Nota Dinas sebagai berikut:
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RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROWVINSI JAWA TIMUR
SATUAN HERJA

RSS5A

NOTA DINAS

Tanggal
Momor : Kode Swuratd Mo. Urut 7 Kode Satuan Kerga ! 102.7 7 Tahun
Sifat : Biasa fPanting f Segara

Lampiran

Perihal

MLARLS JABATAMN PIMPIMNARN
SATUAN KERJA PEMNGOLAH

RARMS JELAS

Pangkat
MIP.
T e san:
i 1.
2
Aevaccy Prerviress Joracs Tienas
PEMERINTAH PROVIN 81 JaWA TIMUR =
RUMAH S&KIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g
TERAKREDITA S SHARSEBD. ] INTERNA SKOHAL i
18 Februar 2015 sd 30 Jund 2022 RSS5A
I Jskea Agung Suprapbo Mo 2 Malang, 85111
Talp. (0341) 382101, Fax (0341) 353554
Emsill: taf-reu-dreatfutanwanjatimprov.go.id
Baglanumuwm. rs mallcom
Wiatralbe: wWww reusalfulanw ar jsimprov.go.id
MNOTA DINAS

Hepada
Darni
Tanggsal Do
Momaor : Kode Suratd Mo. Urut / Kode Sstusn Kegad 102.7 / Tahun
Sifat : Bissa /! Penting/ Segera
Lampiran :
Perihal

MNAaMAs JABATAN PIMPINAN
SATUAM KERJA PEMGOLAH

MAKA JELAS
Pangkat
MIP.

Tambarean:
T 1

gy ﬂﬂ.l\l’m’.‘l Prowirei Joraa Tirmue
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4.2 Memo.
4.2.1 Pengertian.
Memo adalah naskah dinas yang materinya mengandung
pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan
oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.
4.2.2 Susunan.
a. Memo terdiri atas:
(1) Kepala memo;
(2) Isi memo;
(3) Bagian akhir memo.
b. Kepala memo terdiri atas :
(1) Tulisan “Memo” ditetapkan di tengah lembar isi naskah dinas;
(2) Nama pengirim memo, ditempatkan disebelah kiri atas naskah
dinas;
(3) Nama pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan disebelah
bawah nama pengirim.
c. Isi memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalaha.
d. Bagian akhir memo terdiri atas :
(1) Tempat, tanggal, bulan dikeluarkan memo;
(2) Nama jabatan yang mengeluarkan memo;
(3) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan memo;
(4) Nama jelas jabatan, pangkat dan NIP.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Memo dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan
kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
(1) Memo diparaf atau ditandatangani oleh pembuat memo;
(2) Memo diketik atau cukup ditulis tangan.
4.2.3 Bentuk Naskah Dinas Memo sebagai berikut:

R RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINS| JAWA TIMUR
nEEA SATUAN KERIA oo

Malang, oo
PIMPIMAM SATUAMN KERJA

MAMA JELAS
Pangkat
MIP.

20|Pedoman Tata Naskah Dinas



4.3 Surat Izin.
4.3.1 Pengertian.
Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap
suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4.3.2 Susunan.
a. Surat izin terdiri atas :
(1) Kepala surat izin;
(2) Isisuratizin;
(3) Bagian akhir surat izin.
b. Kepala surat izin terdiri atas :
(1) Tulisan “Surat Izin” ditempatkan di bagian tengah lembar isi
naskah dinas;
(2) Nomor;
(3) Tulisan “TENTANG”;
(4) Perihal surat izin ditempatkan di bawah tulisan “TENTANG”
dengan huruf kapital.
c. Isi surat perintah terdiri atas:
(1) Tulisan :Memerintahkan” ditempatkan di tengah lembar isi
naskah;
(2) Nama pejabat, NIP dan jabatan yang diberi tugas khusus;
(3) Jenis tugas khusus yang harus dilaksanakan;
(4) Waktu melaksanakan tugas.
d. Bagian akhir surat izin terdiri atas:
(1) Nama tempat;
(2) Tanggal, bulan dan tahun;
(3) Nama jabatan yang mengeluarkan surat izin;
(4) Tandatangan pejabat yang member izin;
(5) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur (SKPD);
(6) Tembusan.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat perintah yang ditandatangani Direktur dibuat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop dinas RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur.
4.3.3 Bentuk Naskah Dinas Surat 1zin sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVIN 81 18'WA TIMUR ]
RUMAH S4KIT UMUM DAERAH Dr. S8AIFUL ANWAR %
TERAKREDITASI SHARSED. 1 INTERNA SIDNAL -
RSS5A

18 Februar 2018 ed 30 Junl 2022
JL Jakea Agung Supraptc Mo, 2 Matang, £5111
Talp. {0341} 352101, Fax {0341) 353354
Emsall: staf-reu-dreatfulanean dmipr o o i

EEE LI MEILCHm
‘Wialatte: www reusalfulanwar jafimprowv.poe id

SURAT IZIN

Dasar T T ettt et et e et et et et et e et et e e et e ettt ae e nen ;
B ettt et ee e et et ettt e et 8t 2 et et ettt e
B ettt ettt e e e eeee
MENGIZIMKAN :
Kepada : 1. MNama
NIF
Pangkat' Golongan
Jabatan
2. Mama
NIF
Pangkat' Golongan
Jabatan
Untuk L e e e mmna s e em e S s e s A £ £ o em o £ smem e £ s £ e ¢ e e e e e e e -
Dikeluarkandi : MALANG
Pada tanggal
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROVIMS] JAWA TIMUR
NAMA JELAS
Pangkst
MIP.
Tembuean:
i 1

FI—
RSUD Dv. Saful Arvacar Prowirsi Jenas Tirmar

4.4  Surat Undangan.
4.4.1 Pengertian.

a. Surat Undangan adalah naskah dinas berupa pemberitahuan
kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan
acara yang ditentukan;

b. Tatalaksana rapat dinas di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa
Timur terkait undangan dikerjakan dengan menggunakan SIMUTU
(Sistem Informasi Manajemen Undangan Tata Usaha), dimana
undangan rapat dinas diedarkan secara elektronik kepada satuan
kerja terkait. Ketentuan lebih lanjut terkait SIMUTU, terdapat pada
buku Panduan Penggunaan Software SIMUTU RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur (untuk Sub Koordinator Tata Usaha
dan untuk Satuan Kerja).

4.4.2 Susunan.
a. Surat undangan terdiri atas :
(1) Kepala surat undangan;
(2) Isi surat undangan;
(3) Bagian akhir surat undangan.
b. Kepala surat undangan terdiri atas :
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(1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan di kanan
atas;
(2) Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan di bawah nama,
tempat, tanggal, bulan dan tahun;
(3) Nomor, sifat, lampiran dan perihal diketik secara vertical,
ditempatkan disebelah kiri atas.
c. Isi surat undangan terdiri atas :
(1) Maksud dan tujuan;
(2) Hari dan tanggal penyelanggaraan;
(3) Waktu penyelenggaraan,;
(4) Tempat kegiatan;
(5) Acara yang akan diselenggarakan;
(6) Tulisan penutup.
d. Bagian akhir surat undangan terdiri atas :
(1) Nama jabatan pengundang;
(2) Tanda tangan pejabat pengundang;
(3) Nama jelas pejabat;
(4) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
(5) Catatan yang dianggap perlu.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat undangan yang ditandatangani dibuat di atas kertas ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur.
4.4.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Undangan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVIN 5l JAWA TIMUR =
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g
TERAKREDITAS SNARS ED. 1 INTERNASIONAL =

18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022 RSSA
JI. Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 63111
Telp. (0341) 362101, Fax (0341) J63384
Email: staf-rsu-drsaifulanwarni@jatimprov.go.id
Eagianumum.rs mail.com
Website: www. rsusaifulanwar.jatimprov.go.id
L% T Ty R
Kepada
Nomor 1 Kode Surat / Mo, Uret #1027 / Tahun Yih.
Sifat . Biasa/Penting/Segera 23
Lamipinesy: 0 Lo R R di-
Perihal : UNDANGAN MALAMNG

Cenganini mengharap kehadiran Bapak / lbu / Sdr. pada

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Acara
Pimpinan

Demikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWNAR
PROVING| JAWA TIMUR

MAMA JELAS

Pangkst
MIP.

Catatan:
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45 Surat Biasa.
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45.1 Pengertian.

Surat biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang
berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul dan

saran dan sebagainya.
4.5.2 Susunan.
a. Surat biasa terdiri atas :
(1) Kepala surat biasa;
(2) Isisurat biasa;
(3) Bagian akhir surat biasa.
b. Kepala surat biasa terdiri atas :
(1) Sebelah kanan atas :
e Nama tempat ditetapkan;
e Tanggal, bulan dan tahun;
¢ “Kepada” pejabat / alamat yang dituju.
(2) Sebelah kiri atas :
e Nomor surat;
e Sifat surat;
e Lampiran surat;
e Perihal surat.
(3) Isi surat biasa dirumuskan dalam bentuk uraian;
(4) Bagian akhir surat biasa terdiri atas :
e Nama jabatan;
¢ Tanda tangan pejabat;
e Nama jelas, pangkat dan NIP;
e Tembusan.
4.5.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Biasa sebagai berikut:

PEMERINTAH FROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
TERAKREDITASI SNARS ED. 1 INTERNASIONAL

18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax (0341) 365384
Email: staf-rsu-drsaifulanwari@jatimprov.go.id
Bagianumum.rssafgmail.com

Website: www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

Malang, .

Kepada
MNomor : KodeSwurat / Mo, Urut /1027 / Tahun th.
Sifat . Biasa / Penting / Segera
Lampiran :
Perihal

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROVIMNSI JAaWwa TIMUR
MAMA JELAS
Pangkat
MIP.

Tembusan
Wi, T s

RESUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timuwr
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5. Naskah Dinas Khusus, antara lain: Surat Keterangan, Surat Perjanjian, Surat
Kuasa, Pengumuman, Surat Pengantar dan Berita Acara.
5.1 Surat Keterangan.

5.1.1 Pengertian.
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Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis
dari pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

5.1.2 Susunan.

a. Surat keterangan terdiri atas :
(1) Kepala surat keterangan;
(2) Isisurat keterangan;
(3) Bagian akhir surat keterangan.
b. Kepala surat keterangan terdiri atas :
(1) Tulisan “Surat Keterangan” ditempatkan di bagian tengah
lembar naskah dinas;
(2) Nomor.
c. Isi surat keterangan terdiri atas :
(1) Nama dan jabatan yang menerangkan;
(2) Tanggal, bulan dan tahun;
(3) Nama jelas berikut pangkat dan NIP;
(4) Tanda tangan pejabat;
(5) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
d. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat keterangan yang ditandatangani Direktur dibuat di atas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop dinas RSUD Dir.
Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

5.1.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Keterangan sebagai berikut:

Tata

PEMERINTAH PROVIN Sl JAWA TIMUR =
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g
TERAKREDITAS! SMARS ED. 1 INTERNASIONAL =

18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022
Jl. Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 63111
Telp. (0341) 3621041, Fax (0341) 363384
Email: staf-rsu-drsaifulanwari@jatimprov.go.id
Bagianumum.rs: mail.com
Website: www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

SURAT KETERANGAN

MNomor: ... [ J— FA02.T 1 s

1. “ang bertanda tangan dibawsh ini
a. Mama :
b.  Jabatan

Dengan ini menerangkan bahws
a Mama [ MIP :
b Pangkat'Golngan
c. Umur
d Kebangssan
=) Agama
f. Pakernfsan
g Alamat

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, dimintaagar........_.. .
dapat memberkan bantuan serta fasilitas separdunya.

3. Demikian surat ketersngan inidibust untuk dipergunaksan sebsgaimana mestinya.

Dikeluarkan di : MALANG
Pada tanggal

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROWVIN SI JAWA TIMUR

NAMA JELAS
Pangkat
MIP.
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5.2 Surat Perjanjian.
5.2.1 Pengertian.
Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi suatu persetujuan
yang mengikat antara pejabat yang berwenang dengan pihak lain
yang melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah
disepakati atau disetujui bersama.
5.2.2 Susunan.
a. Surat perjanjian terdiri atas :
(1) Kepala surat perjanjian;
(2) Isi surat perjanjian;
(3) Bagian akhir surat perjanjian.
b. Kepala surat perjanjian terdiri atas :
(1) Tulisan “Surat Perjanjian” ditempatkan di bagian tengah
lembar isi naskah dinas;
(2) Nomor;
(3) Tulisan “TENTANG”;
(4) Nama judul surat perjanjian.
c. Isi surat perjanjian terdiri atas :
(1) Hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat pembuatan;
(2) Nama, pangkat, NIP (bagi PNS), pekerjaan dan alamat pihak-
pihak yang terlibat dalam perjanjian;
(3) Obyek yang diperjanjkan hak dan kewajiban dari
masingOmasing pihak;
(4) Sanksi hukum;
(5) Penyelesaian perselisihan.
Catatan: Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat disusun
dalam pasal dan ayat.
d. Bagian akhir surat perjanjian terdiri atas :
(1) Tulisan “PIHAK ke .....” yang membuat perjanjian;
(2) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat;
(3) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat;
(4) Materai;
(5) Nama jelas pihak-pihak penandatanganan;
(6) Pangkat dan NIP bagi PNS;
(7) Saksi-saksi (hnama jelas dan tanda tangan).
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat perjanjian yang ditandatangani Direktur dibuat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop dinas RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur.
5.2.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Perjanjian sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROWIN & JAWA TIMUR =
RUMAH S4KIT UMUM DAERAH Dr. S8AIFUL ANWAR %
TERAKREMTAS SHARSED. 1 INTERNA SIONAL -
18 Fabruarl 20158 s.d 30 Junl 2022 RSSA
JL Jakea Agung Suprapte Mo. 2 Matang, 85111
Talp. {0341} 362101, Fax {0341) 353354
Emall: gtaf-reu-dreatfutanwanfjstimprov.goe. id
Baplanumuim.re; meall.com
Wabslta: www reusaifulanwar JaHmprov.go i
SURAT PERJANJIAN
Momor: ... [ FA02. T8
TENTANG
Padshar.............,tanggal ............, bulan............dantahun..........., berternpsat di
. PIHAK KE;
PIHAK KE II;
(isi perjanjian}
(isi perganjian}
Penutup
Surat perjanjian ini ditandstangsani oleh kedua belsh pihak, padahari dan tanggal tersebut
diatas.
PIHAK 11 PIHAK 1
NAMA JABATAN RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROWIN S JAWA TIMUR
Materai
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
MIP. MIP.
Sakl - s
L s tangan)
2 i tangen)
3 d=t

5.3 Surat Kuasa.
5.3.1 Pengertian.

Surat kuasa adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan dan
tanda bukti yang berisi pemberian mandate atas wewenang dari
pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa
untuk bertindak atasa nama pejabat pemberi kuasa.
Susunan.
a. Surat kuasa terdiri atas :

(1) Kepala surat kuasa;

(2) Isikuasa;

(3) Bagian akhir kuasa.
b. Kepala surat kuasa terdiri atas :

(1) Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan di tengah lembar naskah

dinas;

(2) Tulisan “Nomor” ditempatkan di bawah tulisan “Surat Kuasa”.
c. Isi surat kuasa terdiri atas :

(1) Nama pejabat yang memberi kuasa dan NIP;

5.3.2
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(2) Nama jabatan yang memberi kuasa;
(3) Tulisan “Memberi Kuasa”;
(4) Tulisan “Kepada”;
(5) Nama pejabat yang diberi kuasa;
(6) Nama jabatan yang diberi kuasa;
(7) Tulisan “Untuk”;
(8) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang
dikuasakan.
d. Bagian akhir surat kuasa terdiri atas :
(1) Sebelah kanan bawah :
e Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
e Nama jabatan pemberi kuasa;
e Tanda tangan pejabat pemberi kuasa;
e Nama jelas pemberi kuasa (pangkat dan NIP bagi PNS);
e Stempel jabatan/ instansi.
(2) Sebelah kiri bawah :
e Nama jabatan yang diberi kuasa;
e Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa;
e Nama jelas, pangkat dan NIP yang diberi kuasa.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat kuasa yang ditandatangani dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur.
5.3.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Kuasa sebagai berikut:

PEMERINTAH PROWVIN S AaWa TIMUR

RUMAH SaKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR %l—‘
TERAKREDMT.A Sl SHARS - JINTERNA SKINAL T
RSSA

Ea
I] 18 Fabrear 2018 64 30 Jund 2022
W= JL JakKEa A Qung Suprapto No. 2 Malang, 85111
St Telp. {341} 3&2101, Fax (0341} 355384
Emall: staf-reu-dreatfulanw anfEatimprey go ki

. Mama
b. NI
=N Jabatan

Damikian SWrat Kessa ind ibuest untuk 45pat dipsrgunaksn sebagaimana mesanya

Malamng, ........ ...
Tang dib=n KESSE, ¥ ang mambsn KuSsa,
MANLA AR AN LIHEKIURE HSULD Or. SAlFUL AMVAR

FROOUWIMED JAWA TTRUIE

MAMA JELSS MAMA JELAS
Fangkst Hangkat
M. M.

5.4 Pengumuman.
5.4.1 Pengertian.
Pengumuman adalah suatu bentuk naskah dinas sebagai alat
pemberitahuan yang bersifat umum. Pengumuman yang
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ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang ditentukan oleh
jenis, sifat dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.4.2 Susunan.
a. Pengumuman terdiri atas :
(1) Kepala pengumuman;
(2) Isi pengumuman;
(3) Bagian akhir pengumuman.
b. Kepala pengumuman terdiri atas :
(1) Tulisan “Pengumuman” diletakkan ditengah lembar naskah
dinas;
(2) Nomor ditempatkan di bawah tulisan pengumuman;
(3) Tulisan “Tentang”;
(4) Nama judul pengumuman.
c. Isi pengumuman dirumuskan d alam bentuk uraian.
d. Bagian akhir pengumuman terdiri atas :
(1) Nama tempat pengumuman dikeluarkan;
(2) Tanggal, bulan dan tahun;
(3) Nama jabatan yang mengeluarkan;
(4) Tanda tangan pejabat berikut pangkat dan NIP;
(5) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani dibuat di atas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop dinas RSUD Dir.
Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
5.4.3 Bentuk Naskah Dinas Pengumuman sebagai berikut:

- PFEMERINTAH PROWVIN S A8WA TIMUR

- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g_:_
I TERAKREDITA S| SNARS ED. 1 INTERNA SKONAL =
158 Februan 2018 a.d 50 Junl 2022 RSSA
e JL Jakea Agung Suprapto No. 2 Matang, 55111

S Telp. {D341) 352101, Fax {0341] 353554
Emall: staf-rsu-drealfulanwanfbjatimprow.go.bd

Baplanusuim re; meall oI
wWWal:slba: www reueailulanw ar fatimprow. o b

PENGUMUMAMN

FARS JAEAS AN FIMPINAN
SEITUAN HEHJA

MAaRMA JELAS
Fangkst
M.

5.5 Surat Pengantar.
5.5.1 Pengertian.
Surat pengantar adalah daftar yang dipergunakan sebagai pengantar
untuk mengantar sesuatu naskah atau barang dan sebagainya yang
pada umumnya tidak memerlukan penjelasan.
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5.5.2 Susunan.

a. Surat pengantar terdiri atas :
(1) Kepala surat pengantar;
(2) Isi surat pengantar;
(3) Bagian akhir surat pengantar.

b. Kepala surat pengantar terdiri atas :
(1) Nomor;
(2) Pejabat/ alamat yang dituju;
(3) Tulisan “Surat Pengantar” ditempatkan di tengah lembar isi

naskah.

c. Isi surat pengantar terdiri atas :
(1) Kolom nomor urut;
(2) Kolom jenis yang dikirim;
(3) Kolom banyaknya naskah / barang dan sebagainya;
(4) Kolom keterangan.

d. Bagian akhir surat pengantar terdiri atas :
(1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
(2) Nama jabatan pembuat surat pengantar;
(3) Tanda tangan pejabat;
(4) Nama, pangkat dan NIP;
(5) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
(6) Penerimaan.

e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat pengantar dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur.

5.5.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Pengantar sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVIN S JAWA TIMUR |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. 8AIFUL ANWAR g:
TERAKREDITA S FNARS - JINTERNA SONAL i
RSSA

16 Fabruard 2018 s.d 30 Jwnd 2022
. Jakea Agieng Suprapio Moo 2 Malang, 85111
Talp. (0341) 352101, Fax (0581) 353384
Emall: staf-reu-dreathulanwanfiiatimprov o kd

Malsng, ....oooomnn
Kepada
the

SURAT PENGANTAR

Nomor: ... f 11027 1
Fo. Jeni=s Tang Dikinm Banyaknys Feiemngan
IR . s e S S

Udenmatanggal ... ... ... NAMA FIMFINAN SATUAN KERJA

¥ang Menserma

NAMA JELAS NAMA JELAS

Hangkat Hangkat
. M.
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5.6 Berita Acara.
5.6.1 Pengertian.
Berita acara adalah naskah dinas yang berisi pernyataan yang
bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan
status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa
perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijaksanaan
pimpinan.
5.6.2 Susunan.
a. Berita acara terdiri atas :
(1) Kepala berita acara;
(2) Isi berita acara;
(3) Bagian akhir berita acara.
b. Kepala berita acara terdiri atas :
(1) Tulisan “Berita Acara” ditempatkan di tengah lembar naskah,;
(2) Nomor berita acara.
c. Isi Berita acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya
dicantumkan :
(1) Tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun;
(2) Nama, NIP, pangkat / golongan dan alamat;
(3) Permasalahan pokoknya.
d. Bagian akhir berita acara terdiri atas :
(1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
(2) Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam berita acara;
(3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam berita acara;
(4) Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam berita acara;
(5) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
(6) Tulisan “Dilakukan dihadapan............ ,(siapa yang
menyaksikan berita acara tersebut);
(7) Nama jelas pejabat, pangkat dan NIP;
(8) Tanda tangan yang menyaksikan;
(9) Tulisan “Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap .....
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
(1) Berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang
terlibat didalamnya, termasuk pejabat yang menyaksikan;
(2) Berita acara dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur;
5.6.3 Bentuk Naskah Dinas Berita Acara sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g
TERAKREDITAS! SNARS ED. ] INTERNASIONAL =
18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022 RSSA
JI Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax (0341) 368384
Email: staf-rsu-drsaifulame: j i
Bagianumum.rss ail.com
Website: www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id
BERITA ACARA
Nomor: .. anane F 1027 [ s
Pada hari ............, tanggal ............, bulan ............ dan tahun ............, bertempat di
<eeneee..., kami masing-masing:
L s e een e nneen - ¥END SElaNjuinya disebut
pihak PERTAMA.
(memuat Nama, NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan dan Alamat)
L e L e N e P B e e yvang selanjutnya disebut
pihak KEDUA.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap, ......................... untuk dipergunakan
semestinya.
Malang, ...covcviimiiiii i .
Pihak KEDUA Pihak PERTAMA

PIMPINAN SATUAN KERJA

NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.

Dilakukan dihadapan:

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

6. Naskah Dinas Lainnya, antara lain: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat
Panggilan, Rekomendasi, Notulen, Dafar Hadir, Piagam dan Sertifikat.
6.1 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
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6.1.1 Pengertian.
Surat pernyataan melaksanakan tugas adalah naskah dinas yang
merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti pejabat yang
berwenang kepada pejabat/ pegawai lain yang menyatakan bahwa
pejabat/ pegawai tersebut telah mulai menjalankan tugas.
6.1.2 Susunan.
a. Surat pernyataan melaksanakan tugas terdiri atas :
(1) Kepala surat pernyataan melaksanakan tugas;
(2) Isi surat pernyataan melaksanakan tugas;
(3) Bagian akhir surat pernyataan melaksanakan tugas.
b. Kepala surat pernyataan melaksanakan tugas terdiri atas :
(1) Tulisan “Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas”;
(2) Tulisan “Nomor dan Tahun”.
c. Isi surat pernyataan melaksanakan tugas terdiri atas :
(1) Nama, pangkat/ golongan ruang, NIP dan jabatan pejabat/
pegawai yang memberi pernyataan;
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(2) Nama, pangkat/ golongan ruang, NIP dan jabatan pejabat/
pegawai yang diberi pernyataan;
(3) Nomor, tanggal, dasar keputusan pengangkatan dan mulai
melaksanakan tugas.
d. Bagian akhir surat pernyataan melaksanakan tugas terdiri atas :
(1) Nama tempat pembuatan;
(2) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
(3) Nama jabatan pembuat pernyataan;
(4) Tanda tangan pejabat;
(5) Nama jelas pejabat;
(6) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani dibuat
di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
6.1.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVIN S JAWA TIMUR -
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR %:_
TERAKREDNTA S| SNARS ED. 1 INTERNASIONAL =
RSSA

18 Fabruar 2018 s 30 Junl 2022
AL Jakes Agung Suprapto No. 2 Matang, §5111
Talp. {0341) 367101, Fax (0341) 3533684
Emall: gtaf-reu-dreatfulanwanfjstimprov.go bd

Baglaniminm.re mall.coim
‘Wabalha: www.reuealfulanw.ar jstimprowv.go. id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

“ang berands tangan di bawahini
Mamsa :

MIP

Pangkat Golongan

Jabatan

Dengan ini menyataskan dengan sesungguhnys bahwsa
Mamsa .

MNIP

Pangkat Golongan
Jabatan

“ang diengkat berdesarkan Keputusan ..........., Nomor ..........., Teanggsl ........... d&an
terhitung mulaitanggsal ........... telah nysts melsksanakan tuges sebagai ........... ...

Demikian surat pemystaanini dibust dengan sesungguhnysdengan mengingat sumpah
jabatan danapabils di kemudian harn suret pemysataan ini tidak benar yang mengakibatkan
kerugian ternadap Megara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malamg, ..o
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROWVINSI JAWA TIMUR

NAMA JELAS
Pangkat
MIP.

6.2 Surat Panggilan.
6.2.1 Pengertian.
Surat panggilan adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk
memanggil pejabat instansi Pemerintah/ Badan Hukum/ Swasta/

33|Pedoman Tata Naskah Dinas



Perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu
permasalahan/ persoalan.
6.2.2 Susunan.
a. Surat panggilan terdiri atas :
(1) Kepala surat panggilan;
(2) Isi surat panggilan;
(3) Bagian akhir surat panggilan.
b. Kepala surat panggilan terdiri atas :
(1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
(2) Nama instansi pemerintah/ badan hukum/ swasta/ perorangan
yang dipanggil;
(3) Nomor, sifat, lampiran dan perihal.
c. Isi surat panggilan terdiri atas :
(1) Hari, tanggal, pukul, tempat menghadap kepada, alamat
pemanggil;
(2) Maksud surat panggilan tersebut.
d. Bagian akhir surat panggilan terdiri atas :
(1) Nama jabatan;
(2) Nama tangan pejabat;
(3) Nama jelas pejabat;
(4) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Surat panggilan yang ditandatangani dibuat di atas kertas ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur.
6.2.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Panggilan sebagai berikut:

- PEMERINTAH DROVIN S 1AW TIMUR =

T RUMAH EAHIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ARWAR %-_'

l1 TERAKREDITA B ENARE ED. 1 INTERNA SIONAL ]
RES,

T

16 Faorean 201 B0 S50 Jurnd 2022
L L Jakea Agung Suprapto No. 2 Malang. 65111
e Talp (0581} 362101, Fax (0581) 55564
Emall: otaf rou- o Ay artirmparo. .
[=]

ST e gy b

Malang, ... ...
Hepads

Formor : Hode Suret/ Mo, ot 5 1027 F Tabun wth

Sitat : Biasa s Fentungrs Segeara

LommrEiimim & o e e en i

Perihal N PAMMGEGIL AN

Hari

Tangaal

FPukul

Tampat ER
Manghadap kepada ..
Admmat

Lintuk

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFLUIL AMNWMAR
PROWVINSI JAWVA TIMUR

MHAKMS JELAS
Pangkat
MIF.

6.3 Rekomendasi.
6.3.1 Pengertian.
Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan/
penjelasan untuk mendukung sesuatu hal.
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6.3.2 Susunan.
a. Rekomendasi terdiri atas :

(1) Kepala rekomendasi;

(2) Isi rekomendasi;

(3) Bagian akhir rekomendasi.

b. Kepala rekomendasi terdiri atas :

(1) Tulisan “Rekomendasi” ditempatkan ditengah atas lembar
naskah dinas;

(2) Nomor dan tahun ditempatkan di bawah tulisan pengumuman;

(3) Tulisan “Tentang”;

(4) Nama/ judul rekomendasi.

c. Isi rekomendasi dirumuskan d alam bentuk uraian.
d. Bagian akhir rekomendasi terdiri atas :

(1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;;

(2) Nama jabatan pembuat rekomendasi;

(3) Tanda tangan pejabat;

(4) Nama jelas pejabat;

(5) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas

(1) Rekomendasi yang ditandatangani dibuat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD
Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;

(2) Laporan yang dibuat dan ditandatangani ditentukan oleh jenis,
sifat organisasinya, menurut wewenang yang ada, sesuai
ketentuan yang berlaku.

6.3.3 Bentuk Naskah Dinas Surat Rekomendasi sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINS| JAWA TIMUR =
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g
TERAKREDITASI S ED. ] INTERNASIOMAL =
18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022 RSSA
Ji. Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax (0341) 3568384

Email: staf-rsu-drsaifulam jatimy w0 id
Bagianumum resai@gmail.com

Website: www.rsusaifulanwar. jatimprov.go.id

REKOMEMNDASI

NOMON: .o o § TOZT 1 ciansins

TENTANG

[ ST,
PIMPINAM SATUAN KERJA

NaKA JELAS
Parghkat
MIP.
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6.4 Notulen.
6.4.1 Pengertian.
Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan
sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah
sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan.
6.4.2 Susunan.
a. Notulen terdiri atas :
(1) Kepala notulen;
(2) Isinotulen;
(3) Bagian akhir notulen.
b. Kepala notulen terdiri atas tulisan “Notulen”;
c. Keterangan tentang notulen rapat terdiri atas :
(1) Nama rapat;
(2) Hari/ tanggal;
(3) Jam rapat;
(4) Tempat;
(5) Pimpinan rapat;
(6) Ketua / wakil ketua;
(7) Sekretaris;
(8) Pencatat;
(9) Peserta rapat.
d. Isi notulen terdiri atas :
(1) Kata pembukaan;
(2) Pembahasan;
(3) Pembacaan keputusan;
(4) Jam penutupan.
e. Bagian akhir notulen terdiri atas :
(1) Nama jabatan;
(2) Tanda tangan;
(3) Nama jelas, pangkat dan NIP.
f. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
(1) Notulen yang ditandatangani dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur;
(2) Notulen yang ditandatangani oleh :
e Ketua / wakil ketua;
e Sekretaris;
¢ Pencatat yang ditunjuk.
6.4.3 Bentuk Naskah Dinas Notulen sebagai berikut:
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NOTULEN
R |, - 1y - I € [ 5= 11y} ]
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR

l. PELAKSAMAAN.
Her /tanggal
Waktu
Tempat
Pimpinan Repst
Peszera Rapat

Il HAL-HAL YAN PERLU DITINDAKLANJUTI

Mo Pokok Pembahasan Permasalahan Tindak Lanjut Penanggung
Jawal
1.
1. INFORMAS1.
2.
3.
Mengetahui Malang, oo
PIMPIMAM RAPAT MOTULIS
MAMA JELAS MAMA JELAS
Pangkat Pangkat
MNIP. NIP.

6.5 Daftar Hadir.
6.5.1 Pengertian.
Daftar hadir adalah naskah dinas yang digunakan untuk mencatat
dan mengetahui kehadiran seseorang.
6.5.2 Susunan.
a. Daftar hadir terdiri atas :
(1) Kepala daftar hadir;
(2) Isi daftar hadir;
(3) Bagian akhir daftar hadir.
b. Kepala daftar hadir terdiri atas :
(1) Tulisan “Daftar Hadir” ditetapkan di tengah lembar naskah
dinas;
(2) Tempat, hari, tanggal, pukul dan acara ditulis di bawah tulisan
daftar hadir sebelah kanan.
c. Isi daftar hadir terdiri atas :
(1) Kolom nomor urut;
(2) Kolom nama;
(3) Kolom jabatan / instansi;
(4) Kolom tanda tangan / paraf;

37|/Pedoman Tata Naskah Dinas



(5) Untuk daftar hadir masuk kantor (kerja) dilengkapi dengan
kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf
masuk pagi dan siang serta kolom keterangan.

d. Bagian akhir daftar hadir terdiri atas :

(1) Nama tempat;

(2) Tanggal, bulan dan tahun;

(3) Nama jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung
jawab atas kegiatan;

(4) Tanda tangan pejabat penanggung jawab;

(5) Nama, pangkat dan NIP pejabat penanggung jawab.

e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas

(1) Daftar hadir masuk kantor dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur;

(2) Daftar hadir untuk rapat-rapat dibuat di atas kertas ukuran
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr.
Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;

(3) Daftar hadir yang ditandatangani oleh pejabat penanggung
jawab;

(4) Daftar hadir tidak perlu dibubuhi stempel RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur.

6.5.3 Bentuk Naskah Dinas Daftar Hadir sebagai berikut:

DAFTAR HADIR

MNOMOR ;0057 NOMOR URUT 7 102.7 / TAHUN
HARI :

TANGGAL

WAKTU

TEMPAT " REUD Dr. SAIFUL AMWAR PROVINS| JAWA TIMUR
ACARA

PIMPIMNAN RAPAT

Mo Mama / NIP / Gol LIP Jabatam Tanda Tangan
1 1

2 2.

3 3

4. 4

5 5

MNAMA JABATAN PIMPINAN SATUAN KERJA

MAKMA JELAS
Pangkat
MIP.

6.6 Piagam.
6.6.1 Pengertian.
Piagam adalah naskah dinas sebagai tanda bukti seseorang telah
mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah
dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
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6.6.2 Susunan.

a. Piagam terdiri atas :
(1) Kepala piagam;
(2) Isi piagam;
(3) Bagian akhir piagam.

b. Kepala piagam terdiri atas :
(1) Tulisan “Piagam Penghargaan”;
(2) Tulisan “Nomor”.

c. Isi piagam terdiri atas :
(1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan;
(2) Nama tempat / tanggal / lahir, NIP / NBI, jabatan dan instansi;
(3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan

dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau
diwujudkan.

d. Bagian akhir piagam terdiri atas :
(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun;
(2) Nama jabatan dan instansi;
(3) Tanda tangan;
(4) Nama jelas.

e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Naskah dinas piagam dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur.

6.6.3 Bentuk Naskah Dinas Piagam sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVIN 51 JAWA TIMUR =
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g
TERAKREDITAS] SNARS ED. 1 INTERNASIONAL ==

18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022
Jl. Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax [0341) 369384
Email: staf-rsu-drsaifulanwarif@jatimprov.go.id
Bagianumum.rssaiigmail . com
Website: www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar ProvinsiJawa Timur dengan ini memberikan penghargaan
kepada:

Mama

Tempat Tanggal Lahir

MIP

Jabatan

Instansi

Malang, cveevemvemsarmarssmranans
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROVWVIN SI JaAWwA TIMUR

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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6.7 Sertifikat.
6.6.1 Pengertian.
Sertifikat adalah naskah dinas sebagai pernyataan tertulis atau
tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai
bukti kepemilikan atau tanda bukti seseorang telah mengikuti
kegiatan.
6.6.2 Susunan.
a. Sertifikat terdiri atas :
(1) Kepala Sertifikat;
(2) Isi Sertifikat;
(3) Bagian akhir Sertifikat.
b. Kepala Sertifikat terdiri atas :
Tulisan “Sertifikat”;
c. Isi Sertifikat terdiri atas :
(1) Uraian berisikan “Diberikan kepada”;
(2) Nama tempat / tanggal / lahir, NIP / NBI, jabatan dan instansi;
(3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan
dan tempat yang telah dicapai atau diwujudkan.
d. Bagian akhir piagam terdiri atas :
(1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun;
(2) Nama jabatan dan instansi;
(3) Tanda tangan;
(4) Nama jelas.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Naskah dinas sertifikat dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur.
6.6.3 Bentuk Naskah Dinas Sertifikat sebagai berikut:

FEMERINTAH FROVIN 51 JAWA TIMUR =
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR g
TERAKREDITASI ARS ED. 1 INTERNASIONAL =

18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022 RSSA
Jl. Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 65111
Telp. [(0341) 362104, Fax [0341) 369384
Email: staf-rsu-drsaifulanwarf@@jatimprov.go.id
Bagianumum.rs mail.com
Website: www rsusaifulanwar jatimprov.po.id

SERTIFIKAT

NOmMor quo. | J— [ 1 R

Diberikan Kepada :

Mama
MIP
Instansi

Sebagai / atas partisipasinya dalam ..........c.ccoiiiiiiiiiiiieicee e, ¥ang diselenggarakan
oleh .. iiiiiececiaeea e e e e, pAdA tanggal .......... sAMPal dengan ....o.oeeeeiieen.,
bertempatdi ... ..

Malang, ...
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
PROVIMNSI JAWA TIMUR

NAMA JELAS
FPangkat
MIP.

40|Pedoman Tata Naskah Dinas



7. Naskah dinas telaah staf;
7.1 Pengertian.
Telaahan staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang
memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran
tentang sesuatu masalah.
7.2 Susunan.
a. Telaahan staf terdiri atas :
(1) Kepala telaahan staf;
(2) Isitelaahan staf;
(3) Bagian akhir telaahan staf.
b. Kepala telaahan staf terdiri atas :
(1) Tulisan “Telaahan Staf” diletakkan ditengah lembar naskah dinas;
(2) Pejabat atau alamat yang dituju;
(3) Pejabat yang mengirim;
(4) Tanggal, nomor, sifat, lampiran dan perihal.
c. Isi telaahan staf terdiri atas :
(1) Pokok persoalan;
(2) Praanggapan;
(3) Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada);
(4) Pembasan/ analisis;
(5) Kesimpulan;
(6) Saran tindakan.
d. Bagian akhir telaahan staf terdiri atas :
(1) Nama jabatan;
(2) Tanda tangan pejabat;
(3) Nama jelas pejabat berikut pangkat dan NIP;
(4) Tembusan.
e. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas.
(1) Telaahan staf yang ditandatangani oleh pejabat RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur / unit kerja pengolah dibuat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr.
Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
(2) Naskah dinas telaahan staf dalam bentuk nota dinas tidak
menggunakan lambang;
(3) Apabila menggunakan naskah dinas dalam bentuk surat dan
ditandatangani pimpinan menggunakan kop naskah dinas RSUD Dr.
Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
7.3 Bentuk Naskah Dinas Telaah Staf sebagai berikut:
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RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR
554 SATUAN KERJA i

TELAAH STAF

Kepada
Drari
Tanggal e — e — e e et e e e eeete eeeteees seeeeean seaeeeaee nreeannean
Momar : Kode Surat f Mo, Urot /1027 / Tahun

Sifat . Biasa/Penting/3egera

LAMPITAM oo e e e e sereeaar e seeebe e s sesreeeens seneeesres sreesreens
Perihal e e e — e e e ee— e e et e e eeeeeeee eeeeees e ereeean seteeeaee sreeannean

I Pokok Pembahasan

Il. Pra Anggapan

lll. Fakta dan data yang
berpengaruh terhadap
perscalan

V. HKesimpulan

V. Saran Tindakan

MAMA JABSTAMN PIMPIMAM
SATUAN KERJA

MAMS JELAS
Pangkat
MIP.

8. Naskah dinas laporan;
8.1 Pengertian.
Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari pejabat
bawahan kepada atasan atau dari suatu tim kerja yang disusun secara
lengkap, sistimatis dan kronologis.
8.2 Susunan.
a. Laporan terdiri atas :
(1) Kepala laporan;
(2) Isilaporan;
(3) Bagian akhir laporan;
(4) Lampiran jika dianggap perlu.
b. Kepala laporan memuat nama/ judul laporan;
Isi laporan dirumuskan dalam bentuk uraian;
d. Sistimatika laporan terdiri atas :
(1) Pendahuluan; memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang
lingkup dan sistimatika laporan;

o
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9.

(2) Materi laporan; memuat tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil
pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-

lain;

(3) Kesimpulan dan saran; memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan

saran-saran sebagai bahan pertimbangan.
e. Bagian akhir surat perjanjian terdiri atas :
(1) Nama tempat;
(2) Tanggal, bulan dan tahun;
(3) Nama jabatan pembuat laporan;
(4) Tanda tangan pejabat;
(5) Nama jelas pejabat;

(6) Stempel RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

f. Penandatanganan dan penggunaan kop naskah dinas
Laporan yang ditandatangani dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop dinas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

8.3 Bentuk Naskah Dinas Laporan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

TERAKREDIT, SED. 11
18 Februari 2018 s.d 30 Juni 2022
Ji. Jaksa Agung Suprapto Mo. 2 Malang, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax (0341) 369334
Email: staf-reu-drsaifulan jation .o bd
Bagianumum.rss miail.com

Website: www rsusaifulanwar. jatimprov.go.id

a. Data

a. Data

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
ERMNASIOMNAL

—
RSS.

A

Malang, ... 20 ..
PIMPINAN SATUAN KERJA

MNAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Naskah dinas elektronik.

Naskah dinas elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi
yang dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam multimedia elektronis.
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Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah dinas elektronik diatur dalam panduan
tata naskah dinas elektronik (TNDE) internal RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa

Timur.

B. Regulasi.
1. Pengertian.
Regulasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan

sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk
mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatau aturan atau pembatasan
tertentu. Penyusunan Regulasi di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan pembuatan regulasi
sesuai peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh SDM

rumah sakit.

Dokumen regulasi, dapat dibedakan menjadi:
a. Regulasi “pelayanan” Rumah Sakit, yang terdiri dari:

Kebijakan dalam bentuk peraturan pelayanan Rumah Sakit;

Pedoman/ panduan pelayanan Rumah Sakit;

Standar prosedur operasional (SPO);

Rencana jangka panjang (Renstra, rencana strategi bisnis, bisnis plan, dll);
Rencana kerja tahunan (RKA, RBA atau lainnya).

b. Regulasi “di unit kerja” Rumah Sakit yang terdiri dari :

Kebijakan dalam bentuk peraturan pelayanan unit kerja;
Pedoman/ panduan pelayanan unit kerja;

Standar prosedur operasional (SPO);

Program (Rencana kerja tahunan unit kerja).

2. Jenis regulasi yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
2.1 Pedoman;

2.1.1 Pengertian.
a. Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat

umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan ke dalam
petunjuk operasional/ teknis. Pemberlakuan Pedoman dituangkan
dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut;

. Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci

dari materi muatan pedoman dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari peraturan tentang pedoman tersebut;

. Wewenang Penetapan dan Penandatangan;
. Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan

perundang - undangan yang lebih tinggi dan keabsahannya
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2.2.2 Susunan.
a. Kepala.

Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut
kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa
diakhiri tanda baca.

b. Batang Tubuh.

e Pendahuluan yang berisi latar belakang/ dasar pemikiran;
¢ Maksud dan tujuan;
¢ Ruang lingkup dan pengertian;
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e Materi pedoman dan Penutup yang terdiri dari hal yang harus
diperhatikan, penjabaran lebih lanjut
c. Kaki.
e Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
¢ Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap
jabatan.
2.2.3 Bentuk regulasi pedoman sebagai berikut:
Pedoman diawali dengan peraturan Direktur kemudian ditambahkan isi
pedoman sebagai lampiran yang tidak terpisahkan menjadi satu
kesatuan.
2.2.4 Kerangka Pedoman.
1) Kerangka Pedoman Pengorganisasian.
a. Bab | Pendahuluan.
Pada sub bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, fungsi
unit kerja (bagian/ instalasi), perannya di layanan RS dan apa
yang diharapkan dari layanan gugus tugas untuk pencapaian
tujuan rumah sakit, yang didalamnya memuat tentang latar
belakang, Maksud dan tujuan, ruang lingkup, gambaran umum,
pengertian, serta Visi Misi yang dimiliki rumah sakit dan satuan

kerja.
b. Bab Il Struktur Organisasi RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi
Jawa Timur.

Bab ini memuat tentang struktur organisasi rumah sakit dan
gambaran/ diagram tugas didalam struktur organisasi rumah
sakit.

c. Bab Il Struktur Organisasi Unit Kerja.
Bab ini memuat tentang struktur organisasi unit kerja dan
gambaran/ diagram tugas didalam struktur organisasi unit kerja.

d. Bab IV Uraian Jabatan.
Bab ini memuat tentang detail uraian tugas masing-masing
pejabat/petugas yang ada dalam struktur organisasi unit kerja.
Uraian tugas harus memuat nama jabatan, hasil kerja yang
diharapkan, uraian tugas, tanggung jawab, wewenang dan
syarat jabatan.

e. Bab V Tata Hubungan Kerja.
Bab ini memuat tentang tata hubungan kerja unit kerja dengan
unit kerja/ profesi lain secara internal, dan unit kerja dengan
pihak eksternal (jika ada).

f.  Bab VI Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil.
Bab ini memuat tentang kualifikasi, kebutuhan tenaga, dan tata
cara penghitungan tenaga (pola ketenagaan: Pendidikan,
Kompetensi, Pengalaman staf).

g. Bab VIl Program Orientasi.
Bab ini memuat tentang ketentuan tentang jenis dan materi
orientasi baik orientasi umum maupun orientasi khusus.
Orientasi Umum adalah orientasi yang dilakukan oleh bagian
SDM sedangkan orientasi khusus diselenggarakan oleh gugus
tugas masing-masing.

h. Bab VIl Pertemuan/ Rapat.
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Bab ini memuat tentang pertemuan atau rapat-rapat yang
diadakan dan diikuti oleh gugus tugas berupa rapat rutin dan
rapat insidentil.
i. Bab Xl Pelaporan.
e Laporan Harian;
e Laporan Bulanan;
e Laporan Tahunan.
j-  Bab X Penutup
Bab ini memuat harapan dan saran untuk perbaikan pedoman.

2) Kerangka Pedoman Pelayanan Unit Kerja.
a. Bab | Pendahuluan.
1. Latar Belakang.
Pada sub bab ini menjelaskan tentang fungsi unit kerja
(bagian/instalasi), perannya di layanan RS dan apa yang
diharapkan dari layanan unit kerja untuk pencapaian tujuan
RS.
2. Tujuan Pedoman.
Maksud dan tujuan akhir yang akan dicapai.
3. Batasan Operasional.
Sub bab ini berisi tentang istilah atau kata kunci yang perlu
dijelaskan agar persepsi dan pemahaman seragam.
b. Bab Il Standar Ketenagaan.
1) Kualifikasi Sumber Daya Manusia.
Memuat kualifikasi SDM di masing — masing unit kerja.
2) Distribusi Ketenagaan.
Memuat distribusi ketenagaan kebutuhan di masing -
masing unit kerja.
3) Pengaturan Jaga.
Memuat pangaturan jaga di unit kerja.
c. Bab lll Standar Fasilitas.
1) Denah ruang;
2) Ruang yang tersedia;
3) Fasilitas di dalam masing — masing ruang;
4) Alat kesehatan di dalam masing — masing ruang;
5) Obat dan bahan habis pakai di dalam masing — masing
ruang
d. Bab VI Kemampuan Pelayanan.
Bab ini memuat jenis pelayanan yang diberikan.
e. BabV Tata Laksana.
Bab Ini memuat prosedur pelayanan layanan.
f.  Bab VI Upaya Mutu.
Bab ini memuat tentang indikator mutu yang akan dipantau dan
dilaporkan pada Pimpinan Rumah Sakit (Indikator Nasional
Mutu, Idikator Mutu Prioritas Rumah Sakit, Indikator Mutu
Prioritas Unit).
g. Bab VII Keselamatan.
Bab ini memuat keselamatan lingkungan, keselamatan petugas,
keselamatan pasien, keselamatan finansial dan keselamatan
Rumah Sakit.
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h. Bab VIl Pengendalian Mutu.
1) Program kerja tahunan;
2) Indikator Nasional Mutu;
3) Indikator Prioritas Rumah Sakit;
4) Indikator Mutu Satuan Kerja;
5) Indikator Pelayanan Minimal;
6) Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.2 Panduan;
2.2.1 Pengertian.
Panduan merupakan petunjuk dalam melakukan suatu kegiatan. Buku
petunjuk, khusus yang diterbitkan dengan bentuk dan teknik penyajian
isi yang praktis, terutama memuat berbagai macam keterangan.
Panduan hanya meliputi 1 (satu) kegiatan.
2.2.2 Kerangka Panduan.
a. Bab | Pendahuluan.
Didalamnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dan
pengertian.
b. Bab Il Ruang Lingkup atau Jenis Pelayanan.
Didalamnya memuat ruang lingkup panduan pelayanan.
c. Bab lll Tata Laksana.
Didalamnya memuat prosedur pelayanan sebagai penjabaran dari
ruang lingkup.
d. Bab IV Dokumentasi.
Didalamnya memuat tatacara pendokumentasian, format
pendokumentasian sesuai dengan judul panduan.

2.3 Program.
2.3.1 Pengertian Program.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan disusun secara rinci
untuk dipergunakan mencapai tujuan lembaga atau unit kerja.
2.3.2 Tujuan Program.
a. Tujuan Umum:
Sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja sehingga
tujuan program dapat tercapai.
b. Tujuan Khusus:

e Adanya kejelasan langkah-langkah dalam melaksanakan
kegiatan;

e Adanya kejelasan siapa yang melaksanakan kegiatan dan
bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tujuan
dapat tercapai;

e Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan
kegiatan.

2.3.3 Sistematika Program.
a. Pendahuluan.

Hal — hal yang bersifat umum yang terkait dengan program kerja

satuan kerja.

¢ Gambaran umum satuan kerja;

e Tupoksi satuan kerja;

e Sejarah (bila perlu);
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e Penghargaan yang pernah diraih (bila ada).
b. Latar Belakang.
o Justifikasi/ alasan mengapa perlu disusun program kerja satker;
¢ Capaian hasil pelayanan/ kegiatan dan analisa terhadap target;
e Permasalahan;
¢ Upaya pemecahan masalah.
c. Tujuan (umum dan khusus).
d. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan.
e Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sehingga
tercapainya program kerja tsb;
e Harus berkaitan antara tujuan dan kegiatan;
e Minimal POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).
e. Cara Melaksanakan Kegiatan.
e Metode unit melaksanakan kegiatan;
¢ Misal : rapat, audit, seminar, dll.
f. Sasaran.
¢ Menunjukkan hasil antara yang diperlukan untuk merealisasikan
tujuan;
e Target per tahun yang spesifik dan terukur;
¢ Dapat mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit namun
layak;
¢ Dapat meningkatkan program dan jasa pelayanan;
e Harus SMART:

Spesific . Memberikan arah dan tolok ukur yang
jelas;

Measurable . Terukur dan dapat memastikan apa
dan kapan pencapaiannya;

Aggressive but : Menantang dan layak ---> standar

attainable keberhasilan;

Result Oriented . Fokus ke hasil yg dicapai;

Time Bound : Dalam batasan waktu yg relatif

pendek < 1 tahun.

g. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

¢ Rencana waktu pelaksanaan kegiatan;

¢ Dibuat dalam bentuk tabel.
h. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan.
Evaluasi terhadap jadwal kegiatan - apa ada yang tidak sesuai;
Dilakukan dalam waktu tertentu;
Bila ada yang tidak sesuai segera di diperbaiki sehingga seluruh
kegiatan tetap dapat terlaksana;

e Laporan evaluasi;

e Kapan laporan harus dibuat;

o Laporan keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal.
i. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan.

e Pencatatan - dokumen hasil kegiatan;

e Pelaporan - dokumen laporan hasil kegiatan satker/komite ;

e Evaluasi > evaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan:

bagaimana dan kapan evaluasi harus dilakukan.
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2.4 Standar Prosedur Operasional (SPO).

Beberapa prosedur yang sering digunakan yaitu:

e Standard Operating Procedure (SOP), istilah ini lazim digunakan namun
bukan merupakan istilah baku di Indonesia;

e Standar Prosedur Operasional (SPO), istilah ini digunakan di Undang —
undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang -
undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

e Prosedur tetap (Protap);

e Prosedur kerja;

¢ Walaupun banyak istilah, Namun istilah digunakan adalah SPO karena
sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang. Oleh karena itu
untuk selanjutnya istilah yang digunakan di buku pedoman ini adalah
SPO.

2.4.1 Pengertian SPO

a. SPO adalah suatu instruksi/ langkah — langkah tertulis yang
dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Konsep
penyusunan SPO:
¢ Rasional (jelas, terukur);

e Variasi (tidak seragam sesuai kondisi);
e Sederhana;
e Applicable ( Mudah dilaksanakan).

b. SPO harus dijadikan panduan bagi seluruh tenaga kesehatan
difasilitas pelayanan kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;

c. SPO medis dapat disusun dalam bentuk panduan praktis klinis
(clinical practice guidelines) yang dapat dilengkapi dengan alur Klinis
(clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur atau standing order;

d. Standar prosedur operasional untuk profesi medis dalam bentuk
Panduan praktis klinis (PPK) harus memuat sekurang — kurangnya
mengenai pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisis, kriteria
diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi,
edukasi, prognosis, dan kepustakaan.

2.4.2 Tujuan Penyusunan SPO.

Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif,
konsisten/ seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan melalui pemenuhan standar yang Dberlaku. SPO
memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus
bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan
yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar
profesi.

2.4.3 Petunjuk Pengisian SPO.

1) SPO Berdasarkan Satuan Kerja.

a. Kotak Heading, masing — masing kotak diisi sebagai berikut:
¢ Heading dan kotaknya dicetak pada setiap halaman. Untuk
halaman berikutnya kotak heading hanya memuat: Logo
RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, Judul SPO,
Nomor dokumen, Nomor revisi, dan halaman;
e Judul: di tulis dengan huruf kapital dan di paling atas sendiri;
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b. Isi

Nomor Dokumen : diisi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, Di isi
oleh pihak Instalasi Pengendali Mutu;
Nomor Revisi: diisi dengan status revisi. Dengan pemberian
angka 00 untuk dokumen baru, sedangkan dokumen revisi
pertama di beri nomor 01 dan seterusnya;
Halaman: diisi homor halaman dengan mencantumkan total
halaman SPO. Misalnya: 1/5 — 5/5;
Prosedur tetap: diisi sesuai dengan satuan kerja yang terkait
dengan SPO tersebut;
Tanggal terbit: Pemberian tanggal sesuai tenggal diterbitkan
SPO tersebut;
Ditetapkan Direktur: diberi tanda tangan Direktur dan nama
jelasnya.
SPO.
Pengertian: berisi penjelasan dan atau definsi judul Standar
Prosedur Operasional (SPO);
Tujuan: Dberisi tujuan pelaksanaan Standar Prosedur
Operasional (SPO). secara spesifik. Kata kunci : “ sebagai
acuan penerapan langkah-langkah ................................. ;
Kebijakan: berisi kebijakan yang berada didalam panduan/
pedoman yang terkait dengan judul Standar Prosedur
Operasional (SPO) tersebut;
Prosedur : menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk
menyelesaikan proses kerja tertentu;
Unit terkait: berisi unit-unit/ bagian/ instalasi yang terkait
dengan proses kerja tersebut;
Literatur: rujukan/ pedoman yang menjadi acuan pembuatan
Standar Prosedur Operasional (SPO).

c. Tata Cara Penyusunan SPO.
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Identifikasi apakah kegiatan yang dilakukan saat ini sudah
ada Standar Prosedur Operasional (SPO). belum dan bila
sudah ada agar diidentifikasi, apakah SPO masih efektif atau
tidak;

Buatlah Standar Prosedur Operasional (SPO). oleh mereka
yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja
tersebut, Tim atau panitia yang ditunjuk oleh direktur;
Pelaksana atau unit kerja mencatat proses kegiatan dan
membuat alurnya / flow charting dari suatu kegiatan;

Didalam prosedur buatlah dengan jelas siapa melakukan
apa, dimana, kapan dan mengapa;

Gunakanlah kalimat perintah/instruksi dengan bahasa yang
dikenal pemakai;

Subyek, predikat, dan obyek harus jelas;

Standar Prosedur Operasional (SPO). harus jelas, ringkas
dan mudah dilaksanakan;

Untuk Standar Prosedur Operasional (SPO). pelayanan
pasien harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan
dan kenyamanan pasien;
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e Untuk Standar Prosedur Operasional (SPO). profesi harus
mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, pola
penyakit yang sering ditangani, mengikuti perkembangan
IPTEK dan memperhatikan aspek keselamatan pasien;

e Instalasi / Bagian yang membuat Standar Prosedur
Operasional (SPO). menyerahkan Standar Prosedur
Operasional (SPO). kepada instalasi pengendali mutu untuk:
a) Tinjauan kelengkapan isi format;

b) Kalimat yang digunakan;
¢) Mendapatkan nomor dokumen, nomor revisi, tanggal
penerbitan dan tanda tangan Direktur.

o Lakukan sosialisasi pada bagian terkait oleh Instalasi/ bagian
setelah mendapatkan Standar Prosedur Operasional (SPO).
yang telah ditandatangani Direktur.

d. Format SPO Berdasarkan Satuan Kerja.

3P0
1

R3S No.Dokumen | Noevsi | Halaman

%RSUD Or SAFULANWAR} 1
- NALNG

Dtetapkan tl.
Drektr

Fengertian

Tujuan

Kebijakan

Prosedur

Unit Terkait

Referensi
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2) Tata Cara Penulisan SPO Pemerintah Daerah.
SPO menurut pemerintah daerah adalah serangkaian petunjuk
tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaran tugas—
tugas pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur (SPO) di lingkungan pemerintah provinsi dan
Kabupaten/Kota.
a. Petunjuk Pengisian SPO.
e Nama Pemerintah Daerah..........: |dentitas instasi/ unit kerja
(Satuan Kerja Pemerintah Daerah);
e Nomor SPO: diisi dengan nomor standar prosedur
operasional.

JENIS KODE

DOKUMEN | PENOMORAN KETERANGAN CONTOH

XXX : Kode SPO Satker

SPO Jenis SPO

XXXIZZIYY e 2.16/1/1

(Standar ~ 1=Medik
(Untuk satuan | ZZ

Prosedur . . 2=Keperawatan

. kerja /instalasi)
Operasional) 3=Administrasi
YY : Nomor urut SPO

¢ Tanggal pembuatan: diisi dengan tanggal pengesahan;

e Tanggal revisi: diisi dengan tanggal standar operasional
prosedur di revisi;

e Tanggal efek sf: diisi dengan tanggal mulai berlaku;

o Disahkan oleh: diisi dengan jabatan yang berkompeten yang
mengesahkan;

e Judul SPO: diisi dengan nama prosedur yang akan
distandarkan;

e Dasar hukum: diisi dengan peraturan perundang — undang
teknis yang menjadi dasar disusunnya standar operasional
prosedur;

o Keterkaitan : diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan
prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang
distandarkan;

e Peringatan: diisi dengan penjelasan mengenai kemungkinan —
kemungkinan risiko yang akan timbul ketika prosedur
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, peringatan memberikan
indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan
berada diluar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan
dan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. Dalam hal
ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya;

o Kualifikasi pelaksana: diisi dengan penjelasan mengenai
kulaifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan
perannya pada prosedur yang distandarkan;

e Peralatan/ perlengkapan: diisi dengan penjelasan mengenai
daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
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e Pencatatan dan pendataan: diisi dengan penjelasan mengenai
berbagai hal yang perlu didata, dicatat atau diparaf oleh setiap
pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang
telah distandarkan;

o Ketentuan penulisan SPO di lingkungan RSUD Dr. Saiful
Anwar Provinsi Jawa Timur antara lain:

1) Kertas yang digunakan untuk Pedoman/ Panduan
adalah kertas HVS Folio / F4 (215 x330 mm), 70
GSM;

2) Pengetikan SPO:

e Font: Arial;
e Ukuran: 11;
e Spasi:1.15;
e Warna tinta adalah hitam.

b. Format SPO Berdasarkan Pemerintah Daerah

Nomar SOP
NAMA PEMERINTAH DAERAH............... Tanggsl Pembustan
Loge NAMA UNIT KERJAISKPD ......ooovvv e Tanggsl Revisi
Pe rat nfal Tanggal Efek if
Feh Disatkan okeh
Judul SOP
Dasar Hukum Kuslificasi pelsksana
Keterk sitan Peralatan/perlengk soen
Peringstan Pencatatan dan pendatasn

2.5 Regulasi Untuk Komite/Tim/Panitia.
Untuk Penyusunan regulasi Komite / Tim / Panitia adalah sebagai berikut:
2.5.1 Pedoman Kerja, yang isinya antara lain:

Bab | . Kebijakan Pelayanan (Pendahuluan);
Bab Il . Struktur Organisasi (Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan
Kriteria);

2.5.2 Program Komite/ Tim;
a. Monitoring dan Evaluasi;
b. Rapat;
c. Pelatihan
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e Anggota Komite/ Tim
o Staf RS
d. Orientasi:
e Karyawan Baru;
e Peserta didik
e. Supervisi;
f. Evalusasi dan usul regulasi;
g. Evaluasi Capaian Mutu;
h. Sosialisasi/ Diseminasi;
i. Laporan
2.5.3 Laporan (Bulanan dan Tahunan).

3. Alur Pengesahan Regulasi (Pedoman/ Panduan/ Program/ SPO)
Alur Pengesahan regulasi di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa
Timur digambarkan pada bagan dibawah ini

Hasil Perbaikan Dokumen dikirim kembali Bid.Pengendali Mutu

Pengadministrasian a Penanggungjawab "\ Jika salah / Koordinasi dengan \
_Surat Masuk Regulasi Satuan Kerja Pembuat

Menerima nota dinas Proses edit dokumen tata Dokumen
pengajuan regulasi baru naskah  sesuai  dengan Dokumen  dikembalikan
maupun revisi format baku (Pedoman Tata |« kepada satuan kerja
Naskah Dinas RSSA) pembuat dokumen untuk
dilakukan perbaikan

\_ J - /

Ka.Bidang Pengendali Mutu
dan UKM
Koreksi redaksional dan identifikasi

dokumen

Jika tidak ada perbaikan Jika ada perbaikan
Telaah Reqgulasi Rapat Koordinasi  antara
Proses telaah dokumen dari satuan Bidang Pengendali Mutu dan
kerja pembuat dokumen, Bidang UKM dengan Satuan kerja
terkait sampai kepada pengesahan Penyusun dokumen tentang
Direktur melalui Form Telaah pembahasan Panduan/

Pedoman

A 4

Penyimpanan Requlasi

eSalinan Pedoman/ Panduan
disimpan di Bid.Pengendali Mutu
sebagai arsip;

eSPO; Dokumen dikendalikan dan
disimpan di Bid.Pengendali Mutu.

Dokumen Induk

v Dokumen Serah Terima Dokumen

Salinan Resmi Dokumen diserah

Penggandaan Dokumen W Terimakan sesuai dengan
Penggandaan dan diberi »| kebutuhan kerja terkait

stample menggunakan Form
Serah Terima
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4. Uraian Prosedur

4.1 Identifikasi Dokumen: setiap dokumen regulasi yang diterbitkan sedikitnya
harus memuat judul, nomor dokumen, status revisi, tanggal pemberlakuan
dan pengesahan;

4.2 Dokumen regulasi yang diterbitkan diberi kode dan nomor dokumen sesuai
dengan sistem penomoran yang berlaku di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi

Jawa Timur;

4.3 Dokumen regulasi yang diterbitkan harus mendapatkan pengesahan dari
pejabat yang berwenang hingga sampai ke Direktur sesuai dengan alur
dokumen melalui.

Format Telaah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RSUD Dr. Saiful Anwar

JI. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 2 MALANG
Telp. (0341) 362101 Fax. (0341) 369384

Mengetahui dan sudah dikoreksi kebenarannya

Perihal

Penerbitan Dokumen regulas Baru /

Revisi, Judul (Jumlah SPO)
Instalasi XXX

Tanggal

Kepala Pembuat Dokumen Paraf
Kepala Bagian / Bidang Terkait Paraf
Kepala Instalasi Pengendali Mutu Paraf
Kepala Bagian Umum Paraf
Wadir Terkait Paraf

Keterangan Dokumen :
1.No.Dokumen X.XX /X /XX

Catatan :

Mohon tidak memberi paraf
pada lembar SPO

55|Pedoman Tata Naskah

Dinas




4.4 Dokumen yang telah ditandatangani oleh Direktur, diserahterimakan kepada
satuan kerja yang berkepentingan dengan menggunakan formulir serah
terima dokumen, sebagai bukti penerimaan atau penarikan, Dokumen yang
didistribusikan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dan tercatat dalam
daftar serah terima dokumen;

Setelah diterima, Formulir ini harap segera dikembalikan.
Untuk dokumen yang direvisi, formulir ini harap dikembalikan bersama dengan dokumen
kadaluarsa untuk dimusnahkan

o PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
ETID RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
= JI. Jaksa Agung Suprapto No 2 Malang 65111
RSSA Telp : (0341) 362101, Fax (0341) 369384
FORM SERAH TERIMA DOKUMEN
Kepada Dari
Satuan Kerja Tanggal
Dokumen
] SPO [ ] PANDUAN
] KEBIJAKAN [ ] PROGRAM
] PEDOMAN I
NAMA KODE JUMLAH STATUS | TANGGAL | KETERANGAN
DOKUMEN | DOKUMEN REVISI BERLAKU
Catatan:

PENGIRIM PENERIMA
Nama : Nama :
Jabatan Jabatan
Tanggal Tanggal
Tanda Tangan Tanda Tangan

4.5 Dokumen regulasi yang digunakan oleh satuan kerja sebagai acuan dalam
melaksanakan tugasnya harus Mutakhir, tinjauan terhadap dokumen
dilakukan minimum sekali dalam satu tahun oleh satuan kerja dari tanggal
yang diterbitkan dengan menggunakan Form Review Dokumen, atau
sesuai kebutuhan jika dalam penerapanya masih memerlukan revisi;

Usulan revisi atau perubahan terhadap dokumen regulasi diajukan oleh
satuan ketja dengan menggunakan Form Pengajuan atau Permintaan
Perubahan Dokumen yang dilampiri dengan Nota Dinas dan mengetahui
Kepala satuan Kerja, kemudian ditujukan kepada Bidang Pengendali Mutu
dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Perubahan dokumen yang mempengaruhi isi atau konten regulasi tersebut
maka akan dilakukan diskusi dengan satuan kerja terkait, tetapi jika
perubahan yang bersifat redaksional dan tidak mengubah isi regulasi, maka

4.6

4.7
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akan direvisi langsung oleh Bidang Pengendali Mutu dan Upaya Kesehatan
Masyarakat;

4.8 Pengajuan Dokumen baru ataupun revisi disahkan kembali oleh pejabat
yang berwenang sampai kepada Direktur sesuai dengan Alur Pengesahan
Dokumen Regulasi;

4.9 Dokumen kadaluarsa harus ditarik dan dinyatakan tidak berlaku apabila
dokumen baru telah revisi dan diberlakukan;

4.10 Dokumen Regulasi Pedoman, Panduan, Program yang telah disahkan dan
ditandatangani oleh Direktur kemudian dikembalikan kesatuan kerja yang
bersangkutan dengan rincian: Dokumen Asli (tanpa stample), Dokumen Foto
Copy degan stample basah, Bidang Pengendali Mutu dan Upaya Kesehatan
Masyarakat mengarsip salinan dokumen yang telah disahkan tersebut;

4.11 Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditandatangani dan
dishakan oleh Direktur sepenuhnya disimpan di Bidang Pengendali Mutu dan
Upaya Kesehtan Masyarakat.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
= RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
%_ILD JI. Jaksa Agung Suprapto No 2 Malang 65111
_RSSA Telp : (0341) 362101, Fax (0341) 369384

FORM SERAH TERIMA DOKUMEN

Nama Regulasi
Kode Regulasi
Satuan Kerja/ Tim/ Komite

Disetujui
oleh: UMAN
NO TANGGAL | REVISI HASIL REVIEW (Ka. Satker/ | (ada/
REVIEW KE- : .
komite/ tidak)
Tim)
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C. Penandatanganan Naskah Dinas dan Penggunaan a.n., u.b. dan PlIt.
1. Penandatanganan naskah dinas.
Oleh Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur:

DIREKTUR RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

2. Penggunaan “a.n.”

2.1

Oleh Wakil Direktur:

a.n. DIREKTUR RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur
Wakil Direktur ............coooeviei.il.

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

2.2 Oleh Bidang / Bagian:

a.n. DIREKTUR RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur
Bidang/Bagian ..................oo.

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

3. Penggunaan “u.b.”

a.n. DIREKTUR RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Wakil Direktur ...........coooeeiiiiil.
u.b.
Sub Koordinator ................

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

4. Penggunaan “PIt”

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.
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D. Paraf dan Penulisan Nama.
1. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf
terlebih dahulu oleh maksimal 3 (tiga) orang pejabat (Eselon IV, Il dan II):
a. Eselon IV/11I dipojok kiri bawah kertas;
b. Kepala Bagian Umum disebelah kanan nhama yang berwenang
menandatangani;
c. Eselon Il disebelah kiri dari nama jabatan yang menandatangani.

2. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada
lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran: surat, nomor dan
tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.

a. Penandatanganan oleh Direktur.

DIREKTUR RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

Paraf KBU/ | — \
Eselon Il
NAMA JELAS Paraf Eselon Il
Pangkat
Tembusan : NIP.
Yth. 1. ........
2. dst. Paraf Sub

Koordinator

b. Penandatanganan oleh Wakil Direktur.

baral Sub a.n. Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur
araf Su <« o
Koordinator Wakil Direktur \
Paraf KBU /
Eselon Il
NAMA JELAS
Pangkat
Tembusan : NIP.
Yth. 1. oo
2. dst.
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E. Stempel di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

X X  :PEMERINTAH PROVINSI
XX 1 JAWA TIMUR
XXX : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SAIFUL ANWAR

XX

F. Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas.
1. Bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas.
Perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas adalah 2 : 3 sebagai berikut:
a. Ukuran huruf “2” untuk tulisan nama Pemerintah Provinsi;
b. Ukuran huruf “3” untuk tulisan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR

TERAKREDITASI SNARS ED. 1 IQ'QERNASIONAL %
18 Februari 2018 s.d.30 Juni 2022 “RSSA

JI. Jaksa Agung Suprapto No. 2 MALANG, 65111
Telp. (0341) 362101, Fax. (0341) 369384
E-maill: staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.qgo.id
bagianumum.rssa@gmail.com
Website: www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id

2. Bentuk, ukuran dan isi kop sampul naskah dinas.
a. Bentuk.
Sampul naskah dinas berbentuk empat persegi panjang.

Sampul naskah dinas instansi berwarna coklat muda jenis kertas cassing
dengan ukuran masing-masing:

Ukuran Panjang Lebar
Kantong 41 cm 30 cm
Folio / Map 35cm 25 cm
¥ folio 28 cm 18 cm
Y4 folio 28 cm 14 cm

b. Ukuran
Perbandingan huruf 2 : 3
a) Ukuran huruf “2” untuk tulisan nama Pemerintah Provinsi;
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b) Ukuran huruf “3” untuk tulisan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SAIFUL ANWAR
JL. J. A. Suprapto No. 2 MALANG 65111 Telp. (0341) 362101 Fax. (0341) 369384
E-mail : staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id

DINAS Kepnada Yth.

BEBAS PORTO
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BAB IV
PENUTUP

mewujudkan tertib administrasi serta persamaan persepsi dan keseragaman dalam
pengelolaan tata persuratan di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Pedoman ini
dibuat sebagai ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana kegiatan tata naskah dinas
dilaksanakan. Apabila di kemudian hari pedoman ini dievaluasi dan membutuhkan
perubahan, maka dapat diubah dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di - MALANG

Pada tanggal 26 SCP 2022

Pembird Utama Madya
NIP. 1961 1203 198802 1 001
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